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ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN HUKUM METODE DEFERRED PROSECUTION 

AGREEMENT (DPA) DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN 

KEUANGAN NEGARA  AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

Oleh 

ILHAM NUR PRATAMA 

 

Deferred Prosecution Agreement (DPA) adalah upaya untuk menunda 

penuntutan dengan membuat kesepakatan antara jaksa dan korporasi yang 

melakukan kejahatan. Sistem ini telah digunakan di negara-negara yang 

menganut sistem hukum common law seperti Inggris dan Amerika. Keberadaan 

DPA merupakan salah satu solusi dari permasalahan dalam proses penyelesaian 

korupsi. Namun, perbedaan sistem hukum menjadi kendala dalam penerapannya 

di Indonesia. Sehingga perlu pendekatan untuk bisa menentukan model yang 

sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia tanpa perlu menghilangkan 

kebiasaan atau budaya yang ada. Permasalahan dalam penlisan ini adalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan metode deferred prosecution 

agreement (DPA) di Negara Amerika, Inggris dan Indonesia berorientasi pada 

paradigma restorative justice? (2) Apa yang menjadi faktor penghambat metode 

deferred prosecution agreement (DPA) jika diterapkan di Indonesia?. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa pada 

Negara Amerika Serikat, DPA dapat dilakukan apabila adanya pengakuan 

korporasi atas fakta tindak pidana, kesepakatan untuk bekerja sama, suatu jangka 

waktu yang ditentukan khusus untuk kesepakatan itu dan suatu kesepakatan atas 

sejumlah pembayaran uang sebagai syaratnya.  
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ILHAM NUR PRATAMA 

 

Di Negara Inggris DPA merupakan pidana percobaan bagi korporasi dengan 

proses negotiation, Approval, dan Enforcement.  Pranata hukum yang memiliki 

karakteristik yang serupa dengan DPA, yakni: diversi, restorative Justice, asas 

oportunitas milik jaksa berupa penghentian penyedikan maupun penuntutan, 

pembayaran denda dan model MSAA/MRNIA yang diterapkan kepada perbankan 

yang tidak menggunakan bantuan likuiditas dengan seharusnya.  

 

Sistem hukum civil law yang dianut oleh negara Indonesia menjadi salah satu 

hambatan jika DPA diterapkan di Indonesia, selain itu adanya ketentuan 

Undang-Undang yang betentangan dengan DPA dan juga belum efektifnya 

penerapan sistem restorative justice maupun MSAA/MRNIA perlu 

dipertimbangkan apakah konsep DPA bisa diterapkan di Indonesia dengan 

hambatan penerapan DPA tersebut, perlu formulasi yang disusun sedemikian 

rupa sesuai dengan kultur hukum di Indonesia dan perlu penelitian para ahli serta 

hukuman yang memberikan efek jera. 

 

Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement, Korupsi, Korporasi. 
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ABSTRACT 

 

LEGAL COMPARISON OF DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT 

(DPA) METHODS IN RECOVERING STATE FINANCIAL LOSSES DUE 

TO CORRUPTION CRIMES 

 

By 

ILHAM NUR PRATAMA 

 

Deferred Prosecution Agreement (DPA) is an attempt to delay prosecution by 

making an agreement between the prosecutor and the corporation that committed 

the crime. This system has been used in countries that adhere to common law 

legal systems such as the United Kingdom and America. The existence of DPA 

is one of the solutions to problems in the process of solving corruption. However, 

differences in the legal system are obstacles in its application in Indonesia. So it 

needs an approach to be able to determine a model that is in accordance with 

existing laws in Indonesia without the need to eliminate existing customs or 

cultures. The problems in this study are as follows: 1) How is the application of 

the deferred prosecution agreement (DPA) method in America, Britain and 

Indonesia oriented towards the restorative justice paradigm? (2) What are the 

factors that hinder the deferred prosecution agreement (DPA) method if applied 

in Indonesia? 

 

Based on the results of research and discussion, it is concluded that in the United 

States, a DPA can be carried out if there is a corporate recognition of the fact of 

a criminal act, an agreement to cooperate, a period of time specified specifically 

for the agreement and an agreement on a certain amount of money payments or 

actions outside the payment of money as a condition.  
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ILHAM NUR PRATAMA 

 

In the UK the DPA is a probationary offence for corporations with negotiation, 

approval and enforcement processes. Legal institutions that have similar 

characteristics to the DPA, namely: diversion, restorative justice, the principle 

of opportunity belonging to prosecutors in the form of termination of prosecution 

and prosecution, payment of fines and the MSAA / MRNIA model applied to 

banks that do not use liquidity assistance properly. 

 

The civil law legal system adopted by the Indonesian state is one of the obstacles 

if the DPA is implemented in Indonesia, in addition to the provisions of the Law 

that are contrary to the DPA and also the ineffectiveness of the implementation 

of the restorative justice system and MSAA / MRNIA, it is necessary to consider 

whether the concept of DPA can be applied in Indonesia with obstacles to the 

implementation of the DPA, it needs a formulation that is prepared in such a way 

in accordance with the legal culture in Indonesia and needs expert research and 

punishments that provide a deterrent effect.  

 

Keywords: Deferred Prosecution Agreement, Corruption, Corporation. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta 

yang dilarang. Tujuan hukum tidak hanya bagi mereka yang berbuat melawan 

hukum, melainkan perbuatan hukum yang memungkinkan terjadi kepada alat 

perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum yang ada. Sistem kerja 

hukum yang demikian merupakan bentuk penegakan hukum.1 Kemajuan dalam 

kehidupan masyarakat dan perubahan kondisi sosial membawa dampak negatif, 

terutama berkaitan dengan isu meningkatnya kejahatan. Kejahatan yang dapat 

dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak 

hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak 

sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu 

mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.  

 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. 

Dengan demikian, dapat    ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi 

memiliki arti yang luas: 

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan 

sebagainya) untuk kepentingan peribadi dan orang lain. 

2. Korupsi:busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan 

kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan 

pribadi). 

 

Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Korupsi” 

diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti Penggelapan Uang, Penerimaan 

Uang Sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia bahwa “korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau 

penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri 

atau orang lain.2 

 

 
1 Evi Hartanti S.H., 2014, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9. 
2 Rinaldy Amrullah Dkk, 2015, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Bandar Lampung, Justice 

Publisher, hlm. 31 
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Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 (tiga) tahap 

yaitu: elitis, endemic, dan sistematik: pada tahap elitis, korupsi masih menjadi 

patalogi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, 

korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, 

Ketika korupsi menjadi sistematik, setiap individu di dalam sistem terjangkit 

penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap 

sistematik. Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak 

dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes). Dalam upaya 

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut 

caracara yang “luar biasa” (extra-ordinary enforcement). 

 

Korupsi sebagai fenomena transnasional saat ini begitu mengkhawatirkan, 

berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency 

International (TI) pada tahun 2021 menunjukan skor Indonesia adalah 38 hasil 

ini masih jauh dari kata baik apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti: 

Denmark 88, Singapura 85, Belanda 82, dan Amerika 67.3 Survei tersebut 

menunjukan bahwa perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi 

sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita 

menyatakan bahwa “korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang 

menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah 

pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang”.4 Mengingat 

kenyataan tersebut PBB sebagai organisasi negara-negara dunia mengadakan 

konvensi anti korupsi. Konvensi tersebut adalah United Nations Convetion 

Againts Corruption (selanjutnya disebut UNCAC). 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi UNCAC dalam 

bentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations 

Convention Against Corruption 2003, dengan konsekuensi instrumen hukum 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus mengacu pada UNCAC. 

Selain itu Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang No. 31 Tahun 

 
3 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2021”, https://www.trans parency 

.org/en/cpi-2021, diakses 23 Maret 2022.   
4 Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, 

Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.   

https://www.trans/
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1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Undang-Undang No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). 

 

Pasal 1 ayat (3) UU PTPK menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang 

perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan kalimat lain secara hipotetis 

pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya orang atau pribadi kodrati akan tetapi 

juga subjek hukum korporasi. Penyelesaian perkara yang melibatkan korporasi 

dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana perekonomian melalui proses 

adjudikasi di pengadilan merupakan hal yang makin menarik perhatian di 

Indonesia. Secara teoretis, sulitnya mengatasi kejahatan korporasi dikarenakan 

karakteristiknya yang low visibility, complexity, diffusion of responsibility, 

diffusion of victimization, detection and prosecution, ambiguitas law.5 

 

Korporasi menurut Muladi dan Dwidja Priyanto berasal dari kata corporate, 

yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota 

tersebut memiliki hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan 

kewajiban tiap-tiap anggota.6 Sedangkan menurut J.C Smith dan Brian Hogan 

dalam buku Hanafiah Amrani dan Mahrus Ali yang berjudul Sistem 

Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan menyatakan: 

“A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, 

therefore, act or from an intention of any kind except through its directors or 

servants. As each director or servents is also a legal person quite distinct from 

the corporation, it follows that a corporation’s legal liabilities are all, in a sense, 

vicarious. This line of thinking is epitomized in the catchphrase, Corporations 

do not commit crime people do.”7 

 

Salah satu kejahatan korporasi yang dapat dilakukan oleh pengurus ataupun 

korporasi itu sendiri yakni tindak pidana korupsi oleh korporasi. Menurut 

Brandy L. Aven menyatakan “tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

 
5 Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 57.   
6 Muladi dan Dwidja Priyanto, 1991, Pertangungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum 

Pidana, STIH, Bandung, Hlm. 19. 
7 Hanafiah Amrani dan Makrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan 

dan Penerapan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 147. 
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korporasi berbeda dengan korupsi yang dilakukan oleh orang perorangan, 

korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dilakukan secara terkoordinasi 

oleh beberapa orang anggota korporasi untuk kepentingan korporasi itu 

sendiri.”  

 

Marshaal B. Clinard dan Peter C Yeager, memberikan pengertian tentang 

Kejahatan Korporasi sebagai “any act committed by corporation that is pinished 

by the state, regardless of whether it is pinished under administrative, civil, or 

criminal law” setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberikan 

hukuman oleh negara baik berupa hukuman administrasi negara, hukum perdata 

maupun hukum pidana. Sedangkan Divid O. Friedrichs memberikan definisi 

“Offence committee by corporate officials for their corporation or the offence of 

the corporation itself” kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan 

oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang 

dilakukan oleh korporasi itu sendiri. 

 

Sistem peradilan pidana yang konvensional cenderung menghabiskan banyak 

waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, negara yang diwakili 

oleh Jaksa dan korporasi akan mengeluarkan biaya yang besar untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, sedangkan tidak ada jaminan bahwa 

kerugian negara dapat dikembalikan secara maksimal. Di samping belum 

berhasilnya APH dalam mempidana korporasi, Adapun kendala yang 

menyebabkan minimnya keberhasilan penegakan hukum terhadap korporasi 

juga disebabkan pengaturannya tidak jelas dan bersifat ambigu (ambiguous 

laws). Selain itu tidak seragam pengaturan mengenai apabila korporasi 

melakukan tindak pidana, kepada siapa pidana harus dijatuhkan. Konsekuensi 

dari persoalan tumpang tindihnya legislasi menjadikan peraturan perundang-

undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggung jawaban pidana 

korporasi sulit untuk diaplikasikan serta terdapat kendala dalam 

mengidentifikasi korban kejahatan korporasi. 

 

Sementara dalam tataran praktis keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi 

dapat dicermati dari beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Berdasarkan 
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penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK sejak tahun 

2004 sampai dengan 2021 tercatat bahwa pelaku dari sektor swasta menduduki 

jumlah pelaku korupsi pertama terbesar (359 orang) serta kedua pelaku dari 

Anggota Legislatif (310 orang).8 Data ini menunjukkan bahwa pihak 

swasta/korporasi selain menjadi korban dari sistem yang korup, juga menjadi 

pelaku korupsi. KPK belum secara maksimal menjerat korporasi dalam kasus 

korupsi, Berpangkal pada kesulitan inilah Mahkamah Agung berinisiatif 

menerbitkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi guna mengisi kekosongan hukum dan 

mendorong efektivitas penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan 

atau pengurus. 

 

Secara teknis kekhawatiran aparat penegak hukum (selanjutnya disebut APH) 

dalam hal kepastian hukum acara dapat terjawab oleh Perma, akan tetapi apabila 

melihat dari prespektif efektivitas Perma Nomor 13 Tahun 2016 maka dapat 

dikatakan Perma tersebut masih belum bisa secara maksimal menjerat korporasi 

khususnya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian 

Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa pada tahun 2021 hanya 1 (satu) 

korporasi yang dijatuhi pidana. Pada beberapa kasus meskipun telah diputus 

pemidanaan dan terbukti telah melakukan perbuatan merugikan keuangan 

negara dan bahkan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, tak 

kunjung dilakukan proses penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasinya. 

hal ini disebabkan minimnya tindakan APH terhadap korporasi yang diduga 

melakukan tindak pidana yang didasari karena kurangnya SDM atau kurangnya 

memahami teori dan asas pertanggungjawaban pidana korporasi.9 

Selama tahun 2017-2022 terdapat badan hukum atau korporasi yang menjadi 

tersangka kasus korupsi, yakni:  

1. PT Duta Grahara Indah atau PT. Nusa Kontruksi Enjinering berdasarkan 

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 3/Pid.Sus-

TPK/2018/PT.DKI harus membayar uang pengganti sejumlah Rp. 

 
8 Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik TPK Index 2021, ”https://www.kpk.go. 

id/id/statistik/penindakan/20tpk-berdasarkan-profesi-jabatanh, diakses 23 Maret 2022.   
9 Budi Suhariyanto, “Progresivitas Putusan Pemidanaan terhadap Korproasi Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No.2 (Juni 2016), hlm. 211, diakses 23 Maret 

2022, http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.201-213.   
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14.487.659.605,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta 

enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) untuk proyek 

pembangunan Rumah Sakit pendidikan khusus infeksi dan pariwisata 

Universitas Udayana tahun 2009 dan tahun 2010, dan uang pengganti sebesar 

Rp. 36.877.717.289,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh 

tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh Sembilan 

rupiah) untuk proyek pembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serba Guna 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011. 

2. PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati sebagai tersangka kasus pelaksanaan 

pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan 

pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011 dengan total 

kerugian negara Rp 313 miliar.10 

3. PT. Putra Ramadhan atau PT. Tharda merupakan pengembangan dari kasus 

suap dan gratifikasi yang menjerat bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad. 

PT. Putra Ramadhan atau PT. Tharda menjadi tersangka kasus pencucian 

uang yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi, PT. Tharda diduga telah 

menyamarkan identitas dengan meminjam 5 perusahaan lain untuk mengikuti 

lelang, dengan itu seolah-olah PT. Tharda tidak mengikuti lelang tersebut 

untuk menghindari dugaan tindak pidana korupsi berupa benturan 

kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan barang. Dari 

pengembangan kasus tersebut adanya dugaan PT. Tharda telah mendapatkan 

8 proyek dilingkungan pemerintahan kabupaten Kebumen dalam kurung 

waktu 2016-2017 dengan total Rp 51 miliar.11  

4. PT Merial Esa dijerat sebagai tersangka korporasi kasus suap proses 

pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut 

(Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam 

APBN-P tahun 2016. KPK menduga PT Merial Esa memberikan uang suap 

kepada salah satu anggota DPR komisi pertahanan senilai Rp 12 miliar. Jaksa 

menuntut PT Merial Esa dengan pidana pokok berupa denda sebesar Rp 275 

juta, pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 133.104.444.139, serta 

 
10https://nasional.kompas.com/read/2018/04/14/20094841/jadi-tersangka-rekening-pt-nindyakarya 

-senilai-rp-44-miliar-diblokir, diakses 5 April 2022. 
11 https://news.okezone.com/read/2018/05/18/337/1900017/pt-putra-ramadhan-korporasipertama- 

yang-jadi-tersangka-pencucian-uang dan juga pada https://nasional.tempo.co/read/1182661/eks-

kalapas-sukamiskin-dituntut-9-tahun-penjara, diakses 5 April 2022. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/14/20094841/jadi-tersangka-rekening-pt-nindyakarya
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penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama satu tahun.12 Dan  

5. PT Sinarmas Asset Management terdakwa korporasi kasus jiwasraya dan 

telah divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst 

tanggal 30 Maret 2022 menjatuhkan pidana denda Rp 1 miliar.13  

Dengan melihat 5 (lima) kasus korupsi yang melibatkan korporasi pada tahun 

2017 dan 2022 dapat dilihat bahwa kerugian negara yang diakibatkan dari 

perbuatan tersebut sangat besar. 

 

Melihat penanganan tindak pidana korupsi dengan sistem peradilan pidana yang 

konvensional di Indonesia, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara 

masih terdapat banyak hambatan dengan biaya yang besar dan waktu yang cukup 

lama dalam proses penyelesaiannya. Korporasi yang terlibat tindak pidana 

korupsi harus melalui tahap persidangan hingga mendapatkan putusan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep 

atau pendekatan yang baru dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, 

khususnya korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi karena melihat dari 

jumlah kerugian negara yang diakibatkan sangat besar. Pada negara-negara maju 

seperti di Amerika serikat, dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh 

korporasi, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (United States Departement 

of Justice) menggunakan suatu model pendekatan hukum yakni deferred 

Presecution Agreement (selanjutnya disebut DPA), DPA menjadi dasar bagi 

justice collaborator dan plea bargaining untuk menjadi saksi perkara tindak 

pidana Korupsi. Sementara kententuan menjadi dasar bagi adanya penyelesaian 

perkara korupsi sebelum memasuki sidang dengan adanya kerjasama yang 

substansial dengan tersangka/terdakwa atau settlement out of court, termasuk 

juga DPA. Model pendekatan DPA bukan merupakan suatu konsep baru, 

melainkan telah dilakukan oleh Kejaksaan Amerika Serikat dalam beberapa 

dekade. Meskipun pada awalnya parktek DPA dilakukan secara individual oleh 

para Jaksa terhadap perkara anak dan pelaku kejahatan jalanan, yang dimaksud 

agar para pelaku dapat merehabilitasi diri mereka tanpa terstigma sebagai 

 
12https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/04/05/suap-anggota-dpr-dan-pejabat-bakamla-pt-

merial-esa-dituntut-pidana-denda-rp-133-miliar?, diakses 5 April 2022. 
13https://www.cnbcindonesia.com/market/20220405073206-17-328782/smma-buka-suara-soal-

sinarmas-am-bersalah-di-kasus-jiwasraya, diakses 5 April 2022. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20220405073206-17-328782/smma-buka-suara-soal-sinarmas-am-bersalah-di-kasus-jiwasraya
https://www.cnbcindonesia.com/market/20220405073206-17-328782/smma-buka-suara-soal-sinarmas-am-bersalah-di-kasus-jiwasraya
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mantan narapidana.14 

 

DPA memiliki banyak kemiripan dengan konsep pendekatan keadilan restoratif 

di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif menekankan kepada pemulihan 

kembali ke bentuk semula dan tidak menitik beratkan pada penjatuhan hukuman 

terhadap pelaku. Melalui pembaruan hukum pidana dengan menerapkan konsep 

keadilan restoratif terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi 

secara efektif, bijak dan efisien akan dapat mengoptimalkan pengembalian 

kerugian negara akibat perbuatan korupsi. Pembaruan hukum pidana diperlukan 

untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan perkembangan zaman pada saat 

sekarang ini.  

 

Pada hakekatnya hukum pidana diharapkan bisa memberikan keadilan 

ditengah-tengah perkembangan zaman pada era globalisasi yang terus 

berkembang, peraturan-peraturan hukum pidana harusnya berkembang 

mengikuti perkembangan zaman tersebut, penerapan hukum pidana sudah 

seharusnya dilakukan secara proposional. Penjatuhan pidana bagi suatu 

korporasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, penjatuhan pidana bagi 

suatu korporasi dapat memberikan dampak yang luas seperti kepada tenaga 

kerja, pemegang saham, rekan kerja dan pihak- pihak lainnya yang berhubungan 

dengan korporasi tersebut. Dalam penerapan saksi pidana harus benar-benar 

dipandang sebagai usaha terakhir dalam hal alternatif lain tidak tersedia. 

Penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium juga harus tetap 

dipertahankan, demi menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal itu pula, 

sanksi pidana perlu dihindarkan dalam hal masih terdapat upaya lain yang 

seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengungkapkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan metode deferred prosecution agreement (DPA) di 

 
14 Asep N. Mulyana, 2019, Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis, Jakarta: PT. 

Grasindo, Hlm.236. 
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Negara Amerika, Inggris dan Indonesia berorientasi pada paradigma 

restorative justice? 

b. Apa yang menjadi faktor penghambat metode deferred prosecution agreement 

(DPA) jika diterapkan di Indonesia? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan hasil penelitian dengan metode kualitatif, 

yang mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan deskripsi tekstual atau narasi. 

Di dalam penelitian ini metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang 

diperlukan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. kajian yang 

berkenaan dengan perbandingan hukum dan metode yang sudah diterapkan di 

Negara Amerika dan Inggris apakah bisa diterapkan di Indonesia mengenai 

pengembalian kerugian negara melalui metode deferred prosecution agreement 

(DPA). Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung 

tepatnya Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perbandingan hukum metode deferred prosecution 

agreement (DPA) dalam Sistem Peradilan di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui hambatan penerapan deferred prosecution agreement 

(DPA) dalam regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian dibagi menjadi dua, antara 

lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai bagaimana penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

korporasi dengan menggunakan metode deferred prosecution agreement 

(DPA), serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan dan 

pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang 

ditulis dalam penelitian ini. 
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b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban 

atas persoalan–persoalan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang 

dilakukan korporasi dengan menggunakan metode deferred prosecution 

agreement (DPA) serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang 

mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu 

hukum yang mengalami banyak permasalahan membutuhkan suatu pemecahan 

untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran 

sehingga dapat memecahkan bersama. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.  Kerangka Terotitis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari 

hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori yang 

digunakan penulis sebagai acuan penelitian dalam menjawab permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

a. Teori Perbandingan Hukum 

Istilalh “perbalndingaln hukum” (bukaln “hukum perbalndingaln”) itu sendiri telalh jelals 

kiralnyal balhwal perbalndingaln hukum bukalnlalh hukum seperti hukum perdaltal., 

hukum pidalnal, hukum taltal negalral daln sebalgalinyal,  melalinkaln merupalkaln kegialtaln 

memperbalndingkaln sistem hukum yalng saltu dengaln sistem hukum yalng lalin. Yalng 

dimalksudkaln dengaln memperbalndingkaln di sini iallalh mencalri daln mensinyallir 

perbedalaln-perbedalaln sertal persalmalaln-persalmalaln dengaln memberi penjelalsalnnya l 

daln meneliti balgalimalnal berfungsinyal hukum daln balgalimalnal pemecalhaln yuridisnyal 

di dallalm pralktek sertal falktor-falktor non-hukum yalng malnal saljal yalng 

mempengalruhinyal.15 Penjelalsalnnyal halnyal dalpalt diketalhui dallalm sejalralh 

hukumnyal, sehinggal perbalndingaln hukum yalng ilmialh memerlukaln perbalndingaln 

sejalralh hukum (valn Alpeldoorn, 1954: 330). Jaldi memperbalndingkaln hukum 

bukalnlalh sekedalr untuk mengumpulkaln peralturaln perundalng-undalngaln saljal daln 

mencalri perbedalaln sertal persalmalalnnyal saljal.alkaln tetalpi Perhaltialn yalng palling 

mendalsalr dallalm perbalndingaln hukum ditujukaln kepaldal pertalnyalaln salmpali 

 
15 Sunarjati Hartono, 1988,  Kapita selekta perbandingan hukum, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 

, hlm. 54. 
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seberalpal jaluh peralturaln perundalng-undalngaln altalu kalidalh yalng tidalk tertulis itu 

dilalksalnalkaln di dallalm malsyalralkalt. Untuk itu dicalrilalh perbedalaln daln persalmalaln. 

Dalri perbalndingaln hukum ini dalpalt diketalhui balhwal di salmping balnyalknyal 

perbedalaln jugal aldal kesalmalalnnyal. 

 

Soeroso berpendalpalt balhwal hukum aldallalh gejallal sosiall daln merupalkaln balgialn dalri 

kebudalyalaln balngsal. Tialp balngsal mempunyali kebudalyalaln sendiri yalng berbeda l 

dengaln kebudalyalaln balngsal lalinnyal daln alkhirnyal membualhkaln hukum tersendiri, 

sehinggal sistem hukum dalri negalral yalng saltu alkaln berbedal dengaln sistem hukum 

negalral yalng lalin.16 Hendri C Blalck dallalm Soerjono Soekalnto mendefinisikaln 

perbalndingaln hukum sebalgali “the study of the principle of legall science by the 

compalrison of valrious system of lalw”. Menurutnyal, aldal sualtu kecenderungaln untuk 

mengkuallifikalsikaln perbalndingaln hukum sebalgali metode kalrenal yalng dimalksud 

sebalgali perbalndingaln aldallalh “proceeding by the method of compalrison”. Hall 

senaldal jugal palpalrkaln Ole Lalndo dallalm Soekalnto mengenali perbalndingaln hukum, 

menurutnyal perbalndingaln hukum merupalkaln sualtu ilmu (calbalng ilmu) yalng 

kemudialn jugal menjaldi metode dallalm kaljialnnyal.17 

 

Menurut Talhir Tungaldi, seperti dikutip oleh Soeroso, dallalm perbalndingaln hukum 

dalpalt dipergunalkaln: 

1) Metode perbalndingaln hukum penallalraln (descriptive compalraltive lalw), yalitu 

memberikaln sualtu ilustralsi deskriptif tentalng balgalimalnal sualtu peralturaln 

hukum itu dialtur di dallalm berbalgali sistem hukum talnpal aldalnyal pengalnallisalaln 

lebih lalnjut. 

2) Metode perbalndingaln hukum teralpaln (alpplied compalraltive lalw), yalitu 

mempergunalkaln halsil perbalndingaln hukum deskriptif untuk memilih malnal 

dalri pralnaltal-pralnaltal hukum yalng diteliti itu palling balik sertal cocok untuk 

diteralpkaln. Metode ini digunalkaln untuk kepentingaln lembalgal-lembalgal 

legislaltif untuk menyusun ralncalngaln undalng-undalng, oleh pengalcalral daln 

notalris untuk pembualtaln kontralk, oleh halkim untuk menjaltuhkaln keputusaln- 

keputusaln yalng tepalt, altalu oleh pemerintalh untuk mengalmbil putusaln yalng 

aldil. 

 
16 Soeroso, 2007, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 21. 
17 Soerjono Soekanto. 2001, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm. 258. 
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3) Metode perbalndingaln hukum sejalralh (compalraltive history of lalw) berkalitaln 

dengaln sejalralh sosiologi hukum, alntropologi hukum daln filsalfalt hukum. 

4) Perbalndingaln hukum modern telalh menggunalkaln metode kritis, reallistis daln 

tidalk dogmaltis. Kritis bermalknal tidalk mementingkaln perbedalaln altalu 

persalmalaln dalri berbalgali sistem hukum semaltal, reallistis bermalkna l 

perbalndingaln hukum bukaln saljal meneliti perundalng-undalngaln, keputusaln 

pengaldilaln altalu doktrin, tidalk dogmaltis bermalknal kalrenal perbalndingaln hukum 

tidalk hendalk terkekalng dallalm kekalkualn dogmal-dogmal seperti yalng sering 

terjaldi paldal tialp-tialp taltal hukum. 

Membalndingkaln hukum negalral yalng saltu dengaln negalral yalng lalin tidalk halnyal 

bertujualn membalhals mengenali perbedalaln daln persalmalaln sistem hukumnyal saljal, 

nalmun jugal bertujualn untuk membalntu memberikaln malsukaln dallalm membentuk 

hukum algalr lebih balik ke depalnnyal. Salsalraln perbalndingaln hukum iallalh sistem altalu 

bidalng hukum di negalral yalng mempunyali lebih dalri saltu sistem hukum. 

 

b. Teori Penyelesaian perkara pidana di luar sidang (out of court settlement) 

Diskresi jalksal penuntut umum dallalm penuntutaln di Indonesial dalpalt dilalkukaln 

dallalm penuntutaln, penuntutaln percobalaln, pengesalmpingaln perkalral, tralnsalksi, 

balhkaln dalpalt jugal berupal penjaltuhalnn hukumaln dengaln altalu talnpal persetujualn 

pengaldilaln. Dengaln diundalngkalnnyal Kitalb Undalng-Undalng Hukum Alcalral Pidalnal 

talnggall 31 Desember 1981, Polisi merupalkaln penyidik utalmal dalri sualtu peristiwal 

pidalnal, alkaln tetalpi setialp berkals perkalral dialnggalp belum lengkalp oleh Jalksa l 

Penuntut, dalpalt mengemballikaln berkals perkalral kepaldal penyidik untuk dilengkalpi. 

Jalksal diberi kewenalngaln melalkukaln penyidikaln beberalpal tindalk pidalnal besalr altalu 

sebalgalimalnal yalng dialtur dallalm tindalk pidalnal khusus, seperti tindalk pidalna l 

ekonomi daln tindalk pidalnal korupsi. Selalin kewenalngaln tersebut, jalksal jugal diberi 

kewenalngaln untuk tidalk menuntut. Pengalturaln tentalng kewenalngaln tidalk menuntut 

ini, terdalpalt dallalm palsall 14 KUHAlP, aldal dual jenis kewenalngaln tidalk menuntut 

yalng dalpalt dilalkukaln oleh penuntut umum, yalitu penghentialn penuntutaln kalrena l 

allalsaln teknis daln penghentialn penuntutaln kalrenal allalsaln kebijalkaln.  
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Aldal tigal kealdalaln yalng menyebalbkaln penuntut umum melalkukaln penghentialn 

penuntutaln kalrenal allalsaln teknis, yalitu:18 Kallalu tidalk cukup bukti-buktinyal, 

Peristiwalnyal bukalnlalh merupalkaln tindalk pidalnal, daln kallalu perkalralnyal ditutup 

demi hukum. Sedalngkaln wewenalng untuk tidalk menuntut kalrenal allalsaln kebijalkaln 

dikenall jugal dengaln alsals opportunitals. Sebelum talhun 1961 setialp jalksal di 

Indonesial diberi kewenalngaln untuk tidalk menuntut, kalrenal allalsaln kebijalkaln altalu 

mengenyalmpingkaln perkalral. Dengaln kaltal lalin, jalksal boleh mengenyalmpingkaln 

sualtu perkalral, meskipun bukti-buktinyal cukup. Kewenalngaln tersebut dijallalnkaln 

demi kepentingaln umum altalu kepentingaln individu yalng didalsalrkaln alturaln tidalk 

tertulis dalri hukum di Negeri Belalndal. Selalin kewenalngaln jalksal untuk tidalk 

menuntut (oportunitals), Jalksal jugal diperkenalnkaln untuk melalkukaln penyelesalialn 

sengketal di lualr proses untuk perkalral pelalnggalraln altalu yalng dikenall jugal dengaln 

alfdoening buiten proces, yalng dialtur dallalm palsall 74 Sr/palsall 82 KUHP. Mengena li 

ketentualn tersebut, Remelijnk menyaltalkaln balhwal Jalksal/Penuntut Umum, sebelum 

memulali persidalngaln dalpalt menetalpkaln saltu altalu lebih persyalraltaln (terutalmal yalng 

disebutkaln dallalm pembalyalraln sejumlalh ualng tertentu) untuk mencegalh altalu 

mengalkhiri diteruskalnnyal penuntutaln pidalnal kalrenal kejalhaltaln.19 Alkaln tetalpi 

ketentualn ini dikecuallikaln untuk tindalk pidalnal yalng alncalmaln hukumalnnyal kuralng 

dalri 6 talhun altalu tindalk pelalnggalraln. 

 

Sementalral itu mengenai KPK, alpalkalh penuntut umum di KPK dalpalt 

mengesalmpingkaln perkalral, alpalkalh dalpalt menalngguhkaln penuntutaln, hall ini perlu 

dilihalt dalri Undalng-Undalng Komisi Pemberalntalsaln Korupsi (UU No 30 Talhun 

2002). Sesuali undalng-undalng ini, KPK memiliki wewenalng penyidikaln daln 

sekalligus jugal penuntutaln perkalral korupsi. Berbedal dengaln di Mallalysial daln 

Singalpural dimalnal aldal pemisalhaln alntalral kewenalngaln penyidikaln daln penuntutaln 

perkalral korupsi, di Indonesial, lembalgal KPK memiliki kewenalngaln penyidikaln daln 

penuntutaln, sebalgalimalnal hallnyal di Selalndial Balru oleh lembalgal Serious Fralud 

Office (SFO). Dallalm UU No 30 Talhun 2002 tidalk dialtur kewenalngaln untuk 

mengesalmpingkaln perkalral alpalbilal telalh memenuhi syalralt untuk dialjukaln 

penuntutaln. Sesuali ketentualn yalng berlalku secalral umum di dallalm KUHP, 

 
18 RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, 

Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36.   
19 Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 442.   
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penalngalnaln perkalral korupsi oleh KPK sehalrusnyal tunduk jugal, yalkni halnyal dalpalt 

menghentikaln perkalral alpalbilal tidalk cukup bukti sertal ditutup demi hukum kalrena l 

kewenalngaln menuntut tindalk pidalnalnyal gugur (seperti allalsaln ne bis in idem sesua li 

Palsall 76 KUHP, maltinyal terdalkwal sesuali Palsall 77 KUHP, altalu telalh lewalt walktu 

sesuali Palsall 78 KUHP). 

 

Dallalm KUHP jugal aldal allalsaln lalin tentalng gugurnyal kewenalngaln menuntut pidalna l 

ini, talpi halnyal terkalit pelalnggalraln yalng dialncalm pidalnal dendal saljal, yalkni perkalra l 

dalpalt gugur jikal aldal penyelesalialn di lualr sidalng (sesuali Palsall 82 KUHP). Hall yalng 

teralkhir ini, seperti dijelalskaln di altals disebut dengaln alfdoening buiten process. 

Halnyal untuk tindalk pidalnal pelalnggalraln yalng halnyal dialncalm pidalnal dendal saljal, 

dalpalt diselesalikaln di lualr sidalng alpalbilal terdalkwal membalyalr dendal malksimum 

yalng dialncalmkaln. Jaldi tidalk aldal pengalturaln tentalng kewenalngaln 

mengesalmpingkaln perkalral oleh KPK. Hall ini berbedal dengaln Kejalksalaln.  Jalksal 

Algung memiliki kewenalngaln untuk melalkukaln deponering altalu penyalmpingaln 

perkalral. Sesuali Palsall 8 Undalng-Undalng No. 15 Talhun 1961 jo Palsall 32 huruf e 

Undalng-Undalng No 5 Talhun 1991 jo Palsall 35 huruf c Undalng-Undalng No 16 

Talhun 2004 dinyaltalkaln: "Jalksal Algung mempunyali tugals daln wewenalng 

menyalmpingkaln perkalral demi kepentingaln umum." Dallalm Penjelalsaln Palsall 35 

Undalng-Undalng No 16 Talhun 2004 disebutkaln: "Yalng dimalksud dengaln 

kepentingaln umum aldallalh kepentingaln balngsal daln negalral daln/altalu kepentingaln 

malsyalralkalt. Mengesalmpingkaln sebalgalimalnal dimalksud dallalm ketentualn ini 

merupalkaln pelalksalnalaln alsals oportunitals, yalng halnyal dalpalt dilalkukaln oleh Jalksal 

Algung setelalh memperhaltikaln salraln daln pendalpalt dalri baldaln-baldaln kekualsalaln 

negalral yalng mempunyali hubungaln dengaln malsallalh tersebut."  

 

Tidalk aldal ketentualn serupal di dallalm Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 2002 

tentalng Komisi Pemberalntalsaln Korupsi. Jaldi, halnyal Jalksal Algung yalng memiliki 

kewenalngaln pengesalmpingaln perkalral demi kepentingaln umum itu.  Dalri uralialn ini 

kital melihalt balhwal sebetulnyal dallalm sistem peraldilaln pidalnal di Indonesial, selalin 

penghentialn perkalral kalrenal hall-hall tertentu yalng sudalh sehalrusnyal dihentikaln 

(seperti maltinyal terdalkwal, ne bis in idem, tidalk cukup bukti), jugal alda l 

pengesalmpingaln perkalral demi kepentingaln umum. Pengesalmpingaln perkalral demi 

kepentingaln umum inilalh yalng menurut hemalt penulis dalpalt diberi talfsir balru. Jika l 
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di dallalm UU No 16 Talhun 2004 dijelalskaln balhwal yalng dimalksud "kepentingaln 

umum" aldallalh kepentingaln balngsal daln negalral daln/altalu kepentingaln malsyalralkalt, 

alpalkalh tidalk mungkin pengertialn demi kepentingaln balngsal daln negalral daln/altalu 

kepentingaln malsyalralkalt itu untuk konteks perkalral korupsi termalsuk di dallalmnya l 

pengemballialn kerugialn keualngaln negalral daln/altalu malsyalralkalt secepalt-cepaltnyal, 

sehinggal lebih bermalnfalalt balgi balngsal daln negalral daln/altalu malsyalralkalt sehingga l 

dalpalt lebih mempercepalt pelalksalnalaln pembalngunaln daln kemalkmuraln malsyalralkalt. 

 

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Peter Gillies mengaltalkaln balhwal korporalsi altalu perusalhalaln aldallalh oralng altalu 

malnusial di maltal hukum, daln kalrenalnyal malmpu melalkukaln sesualtu sebalgalimalna l 

yalng dilalkukaln malnusial, dialkui oleh hukum seperti kekalyalaln, dalpalt melalkukaln 

kontralk, sehinggal sehalrusnyal dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln altals tindalk pidalna l 

telalh diubalh oleh Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2001 tentalng Pemberalntalsaln 

Tindalk Pidalnal Korupsi Palsall 20 alyalt (2) daln Peralturaln Malhkalmal Algung Republik 

Indonesial Nomor 13 Talhun 2016 tentalng Taltal Calral Penalngalnaln Perkalral Tindalk 

Pidalnal oleh Korporalsi mengaltalkaln balhwal korporalsi dalpalt dimintal 

pertalnggungjalwalbaln tindalk pidalnal korupsi alpalbilal: 

1) Tindalk pidalnal dilalkukaln oleh oralng berdalsalrkaln hubungaln kerjal/hubungaln lalin. 

2) Tindalk pidalnal dilalkukaln oleh oralng yalng bertindalk dallalm lingkungaln korporalsi 

(balik sendiri-sendri malupun bersalmal-salmal) 

3) Oralng tersebut merupalkaln orgaln dalri korporalsi. 

 

Dallalm sistem hukum pidalnal terdalpalt beberalp teori yalng dalpalt digunalkn untuk 

menentukaln dalsalr-dalsalr yalng paltut, algalr korporalsi dalpalt dimintalkaln 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal, yalkni: 

1) Teori Pertalnggung Jalwalbaln Altals Dalsalr Kesallalhaln (lialbility balsed on falult) altalu 

Teori Identifikalsi 

Teori ini paldal prinsipnyal mengaltalkaln balhwal setialp subjek hukum dalpalt diminta l 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal bilal terlebih dalhulu dalpalt dibuktikaln aldalnyal sualtu 

kesallalhaln altalu yalng dikenall dengaln istilalh mens real (guilty mind) dengaln 

mengidentifikalsi sualtu kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh korporalsi melallui calra l 

mengalitkaln perbualtaln mens real palral individu yalng mewalkili korporalsi selalku 
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derecting mind altalu allter ego.20  

Berdalsalrkaln penjelalsaln di altals, alpalbilal individu diberi wewenalng untuk 

bertindalk altals nalmal daln selalmal menjallalnkaln usalhal korporalsi tersebut, malka l 

unsur mens real yalng aldal dallalm palral individu tersebut dialnggalp sebalgali unsur 

mens real balgi korporalsi, sehinggal dengaln demikialn korporalsi halrus bertalnggung 

jalwalb altals perbualtaln yalng dilalkukaln oleh seseoralng yalng memiliki kedudukaln 

yalng cukup tinggi dallalm korporalsi tersebut daln bukaln sekedalr pegalwali 

rendalhaln. 

 

2) Teori Pelalku Fungsionall 

Teori pelalku Fungsionall merupalkaln sebualh teori yalng mendukung\teori 

identifikalsi, paldal prinsipnyal yalng mengaltalkaln balhwal dallalm lingkungaln sosiall 

ekonomi, pembualt (korporalsi) tidalk halrus melalkukaln perbualtaln itu secalral fisik, 

tetalpi bisal saljal perbualtaln itu dilalkukaln oleh pegalwalinyal, alsallkaln perbualtaln itu 

malsih dallalm rualng lingkup kewenalngaln korporalsi. Perbualtaln korporalsi selallu 

diwujudkaln melallui perbualtaln malnusial, malkal pelimpalhaln pertalnggungjalwalbaln 

dalri perbualtaln malnusial ini menjaldi perbualtaln korporalsi dalpalt dilalkukaln, alpalbila l 

perbualtaln tersebut dallalm lallu lintals bermalsyalralkalt berlalku sebalgali perbualtaln 

korporalsi yalng bersalngkutaln, daln ini yalng disebut dengaln pelalku fungsionall.21 

Sualtu korporalsi itu tidalk bisal melalkukaln perbualtaln sendiri, dallalm pengertialn 

lalhirialh, malkal perbualtaln itu seolalh diallihkaln kepaldal pegalwali korporalsi 

berdalsalrkaln ketentualn-ketentualn yalng secalral tegals tercalntum didallalm alnggalra ln 

dalsalr daln alturaln iternall korporalsi tersebut. Jikal pegalwali itu melalkukaln 

perbualtaln yalng dilalralng oleh hukum pidalnal, sesungguhnyal perbualtaln itu 

merupalkaln tindalk pidalnal yalng halkikaltnyal dilalkukaln oleh korporalsi.22 

Ketentualn dallalm alnggalraln dalsalr itu halrus dimalknali luals, kalrenal kallu halnya l 

terpalku kepaldal alnggalraln dalsalr, malkal yalng halnyal bisal mewalkili korporalsi 

aldallalh pengurusnyal. Aldalpun yalng dimalksud di sini aldallalh balhwal yalng 

melalkukaln sualtu perbualtaln altalu tindalkaln itu bukaln halnyal pengurus. Tetalpi 

dilalkukaln oleh oralng lalin, yalng menurut alturaln internall korporalsi yalng 

bersalngkutaln dial bisal bertindalk dallalm lingkup fungsi daln tugalsnyal. Alturaln 

 
20 Ibid, hlm.48 
21 Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana 

Korupsi, Jakarta: Kencan, Hlm. 55. 
22 Mahrus Ali, 2008. Kejahatan Korporasi, Yogyakarta: Arti Bumi Intran. Hlm 37-38 
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korporalsi yalng bersalngkutaln yalng halrus dijaldikaln rujukaln tidalk halnyal alnggalra ln 

dalsalr, tetalpi bisal jugal berupal struktur orgalnisalsi korporalsi tersebut altalupun 

perjalnjialn kerjal altalupun dokumen lalinnyal yalng menunjukaln lingkup fungsi 

kerjal daln tugals oralng yalng bersalngkutaln. 

3) Pertalnggung Jalwalbaln Penggalnti (vicalrious lialbility)  

Menurut Balrdal Nalwalwi Alrief vicalrious lialbility dialrtikaln sebalgali 

talnggungjalwalb menurut hukum seseoralng altals perbualtaln sallalh yalng dilalkukaln 

oleh oralng lalin (the legall responsibility of one person for wrong ful alcts of 

alnother). Secalral singkalt sering dialrtikaln “pertalnggungjalwalbaln penggalnti”23 

Pertalnggungjalwalbaln, misallnyal terjaldi dallalm hall perbualtaln-perbualtaln yalng 

dilalkukaln oleh oralng lalin itu aldal dallalm rualng lingkup pekerjalaln altalu jalbaltalnnyal. 

Aljalraln ini jugal timbul kalrenal hubungaln delegalsi, misallnyal alntalsal seoralng 

pemegalng izin usalhal daln dengaln oralng yalng menyelenggalralkaln usalhalnyal. 

4) Pertalnggungjalwalbaln Mutlalk (strict lialbility) 

E. Salefullalh Wiraldipraljal, menyaltalkaln balhwal prinsip talnggungjalwalb mutlalk 

dimalksudkaln talnggungjalwalb talnpal kehalrusaln untuk membuktikaln aldalnya l 

kesallalhaln. Menurut Romli Altmalsalsmital menyaltalkaln, sehubungaln dengaln 

palndalngaln tentalng strict lialbility, hukum pidalnal inggris jugal mengalnut prinsip 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal mutlalk talnpal halrus membuktikaln aldal altalu tidalk 

aldalnyal unsur kesallalhaln paldal si pelalku tindalk pidalnal. Prinsip 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal tersebut dikenall sebalgali stict lialbility crimes. 

 

Rufinus Hotmalulalnal Hutaluruk dengaln mengutip pendalpalt Balrdal Nalwalwi Alrif 

mengaltalkn balhwal seseoralng sudalh dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln wallupun palda l 

diri oralng itu tidalk aldal mens rea l untuk tindalk-tindalk pidalnal tertentu. Strict lialbility 

didalsalrkaln paldal allalsaln-allalsaln sebalgali berikut:24 

a) Salngalt esensiall untuk menjalmin dipaltuhinyal peralturaln-peralturaln penting 

tertentu yalng diperlukaln untuk kesejalhteralaln malsyalralkalt. 

b) Pembuktiualn aldalnyal mens real alkaln menjaldi salngalt sulit untuk pelalnggalraln-

pelalnggalraln yalng berhubungaln dengaln kesejalhteralaln malsyalralkalt itu. 

c) Tingginyal “balhalyal sosiall” yalng ditimbulkaln perbualtaln yalng bersalngkutaln. 

 
23 Barda Nawawi Arief, 2013, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press., Hlm. 33 
24 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan KORPORASI Melalui 

Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 58. 
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Strict lia lbility yalng paldal umumnyal merupalkaln tindalk pidalnal terhaldalp 

kesejalhteralaln umum, kealmalnaln/kesehaltaln malkalnaln, tindalk pidalnal yalng 

menyalngkut ketertibaln umum, fitnalh altalu pencemalraln nalmal balik, daln contempt of 

court sertal pelalnggalraln lallu lintals. 

 

2. Kerangka Konseptual 

Keralngkal Konseptuall aldallalh Keralngkal yalng menggalmbalrkaln hubungaln alntalra l 

Konsep-konsep khusus yalng merupalkaln kumpulaln dalri alrti – alrti yalng berkalitaln 

dengaln istilalh – istilalh yalng ingin altalu alkaln diteliti.25 Aldalpun Pengertialn dalsalr 

yalng digunalkaln dalri istilalh-istilalh yalng terdalpalt dallalm penulisaln skripsi ini aldallalh: 

a. Alnallisis aldallalh penyelidikaln terhaldalp sualtu peristiwal (Kalralngaln, Perbualtaln, 

dsb) untuk mengetalhui kealdalaln yalng sebenalrnyal (sebalb musalbalb, duduk 

perkalral, dsb) 

b. Perbalndingaln Hukum bukalnlalh hukum seperti hukum perdaltal, hukum pidalnal, 

hukum taltal negalral daln sebalgalinyal,26 melalinkaln merupalkaln kegialtaln 

memperbalindingkaln sistem hukum yalng saltu dengaln sistem hukum yalng lalin. 

c. Tindalk Pidalnal Aldallalh perbualtaln yalng dialncalm dengaln pidalnal, balralng sialpal 

d. melalnggalr lalralngaln tertentu. Untuk aldalnyal perbualtaln pidalnal halrus aldal unsur-

unsur sebalgali berikut: 

1) Perbualtaln (Malnusial); 

2) Yalng memenuhi rumusaln dallalm undalng-undalng (ini merupalkaln syalralt 

formil); 

3)  Bersifalt melalwaln hukum (ini merupalkaln syalralt malteriil). 

Syalralt formil halrus aldal, kalrenal aldalnyal alsals legallitals yalng terdalpalt dallalm Palsall 

1 alyalt (1) KUHP. Syalralt malteriil itu halrus aldal jugal, kalrenal perbualtaln yalng 

tidalk boleh altalu talk paltut dilalkukaln. Kesallalhaln daln kemalmpualn 

bertalnggungjalwalb dalri si pembualt tidalk malsuk sebalgali unsur perbualtaln 

pidalnal, kalrenal hall-hall tersebut melekalt paldal oralng yalng berbualt. 

e. Korupsi aldallalh setialp oralng yalng secalral melalwaln hukum melalkukaln perbualtaln 

memperkalyal diri sendiri altalu oralng lalin yalng sualtu korporalsi yalng dalpalt 

merugikaln keualngaln negalral altalu perekonomialn negalral (Palsall 2 Alyalt (1) 

 
25 Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Edisi baru: Rajawali Pers, hlm. 22 
26 Soerjono Soekanto, Perbandingan hukum, Penerbit (Bandung : Melati,1989), hal. 131 
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Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 1999 jo Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 

2001 Tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi). 

f. Kerugialn Negalral/Daleralh aldallalh kekuralngaln ualng, suralt berhalrgal, daln balralng, 

yalng nyaltal daln palsti jumlalhnyal sebalgali alkibalt perbualtaln melalwaln hukum balik 

sengaljal malupun lallali (Palsall 1 Alngkal 15 Undalng-Undalng Nomor 15 Talhun 

2006 Tentalng Baldaln Pemeriksal Keualngaln daln Palsall 1 Alngkal 22 Undalng-

Undalng Nomor 1 Talhun 2004 Tentalng Perbendalhalralaln Negalral). 

g. Pembalrualn hukum pidalnal paldal halkekaltnyal mengalndung malknal, sualtu upalya l 

untuk melalkukaln peninjalualn daln penilalialn kemballi sesuali dengaln nilali-nilali 

sentrall sosio-politik, sosio-filosofi daln sosio-kulturall malsyalralkalt indonesial 

yalng melalndalsi kebijalkaln sosiall, kebijalkaln kriminall daln kebijalkaln penegalkaln 

hukum di Indonesial.27 

h. Korporalsi merupalkaln istilalh yalng bialsal digunalkaln oleh palral alhli hukum 

pidalnal daln kriminologi untuk menyebut baldaln hukum (rechtspersoon), legall 

body altalu legall person. Konsep baldaln hukum itu sebenalrnyal bermulal dalri 

konsep hukum perdaltal yalng tumbuh alkibalt dalri perkembalngaln malsyalralkalt. 

Pengertialn korporalsi dallalm hukum pidalnal Indonesial lebih luals dalri pengertialn 

baldaln hukum sebalgalimalnal dallalm konsep hukum perdaltal. Dallalm berbalgali 

peralturaln perundalngundalngaln hukum pidalnal Indonesial dinyaltalkaln balhwal 

pengertialn korporalsi aldallalh kumpulaln terorgalnisalsi dalri oralng daln altalu 

kekalyalaln balik merupalkaln baldaln hukum malupun bukaln.28 

i. Kejalksalaln Negeri aldallalh kejalksalaln yalng berkedudukaln di ibukota l 

kalbupalten/kotal yalng daleralh hukumnyal meliputi daleralh kalbupalten/kotal (Palsall 

4 Alyalt (3) Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 Tentalng Kejalksalaln 

Republik Indonesial). 

j. Komisi Pemberalntalsaln Korupsi Republik Indonesial (KPK) aldallalh lembalgal 

negalral yalng dibentuk dengaln tujualn meningkaltkaln dalyal gunal daln halsil gunal 

terhaldalp upalyal pemberalntalsaln tindalk pidalnal korupsi. KPK bersifalt 

independen daln bebals dalri pengalruh kekualsalaln malnal pun dallalm melalksalnalkaln 

tugals daln wewenalngnyal. Komisi ini didirikaln berdalsalrkaln kepaldal Undalng-

Undalng Republik Indonesial Nomor 30 Talhun 2002 mengenali Komisi 

 
27 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Kencana, 

Prenada Media Group, Hlm. 30. 
28 H. Setiyono, 2003, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban 

Korporasi Dalam Hukum Pidana, Malang: Banyumedia Publishing. Hlm. 17. 
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Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi. Dallalm pelalksalnalaln tugalsnyal, KPK 

berpedomaln kepaldal limal alsals, yalitu kepalstialn hukum, keterbukalaln, 

alkuntalbilitals, kepentingaln umum, daln proporsionallitals. KPK bertalnggung 

jalwalb kepaldal publik daln menyalmpalikaln lalporalnnyal secalral terbukal daln 

berkallal kepaldal Presiden Indonesial, DPR, daln BPK. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisaln sistemaltikal ini memualt keseluruhaln yalng alkaln disaljikaln dengaln tujualn 

mempermudalh pemalhalmaln konteks skripsi ini, malkal penulis menyaljikaln penulisaln 

dengaln sistemaltikal sebalgali berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pendalhulualn merupalkaln balgialn yalng memualt laltalr belalkalng malsallalh, kemudialn 

permalsallalhaln daln rualng lingkup, selalnjutnyal jugal memualt tujualn daln kegunalaln 

penelitialn, keralngkal teoritis daln konseptuall sebalgali alcualn dallalm membalhals skripsi 

ini sertal sistemaltikal penulisaln tentalng Alnallisis Metode Deferred Prosecution 

Algreement (DPAl) Dallalm Mengemballikaln Kerugialn Keualngaln Negalral Alkibalt 

Tindalk Pidalnal Korupsi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Balgialn ini mencalkup malteri-malteri yalng mempunyali hubungaln daln dibutuhkaln 

dallalm membalntu, memalhalmi, daln memperjelals permalsallalhaln yalng alkaln di 

selidiki. Balb ini berisikaln Pengertialn deferred prosecution algreement (DPAl) yalng 

didallalmnyal membalhals, Perbalndingaln Hukum, sistem pertalnggungjalwalbaln pidalna l 

korporalsi, kerugialn negalral tindalk pidalnal korupsi sertal kejalksalaln daln kPK sebalgali 

sallalh saltu lembalgal yalng berwenalng dallalm menalngalni perkalral Tindalk Pidalna l 

Korupsi. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Balgialn ini merupalkaln balgialn yalng menguralikaln metode daln menjelalska ln 

mengenali lalngkalh – lalngkalh yalng digunalkaln dallalm pendekaltaln malsallalh, sumber 

daln jenis daltal, penentualn nalralsumber, metode pengumpulaln daln pengolalhaln daltal, 

sertal metode alnallisis daltal tentalng Alnallisis Metode Deferred Prosecution 

Algreement (DPAl) Dallalm Mengemballikaln Kerugialn Keualngaln Negalral Alkibalt 

Tindalk Pidalnal Korupsi. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Balb ini menjelalskaln pembalhalsaln tentalng balgalimalnal perbandingan metode 

deferred prosecution algreement (DPAl) di Negara Amerika, Inggris dan Indonesia 

berorientasi pada paradigma restorative Justice dan alpal hambatan metode deferred 

prosecution algreement (DPAl) jika diterapkan di Indonesia. 

 

V. PENUTUP 

Penutup merupalkaln balb yalng berisi tentalng kesimpulaln dalri halsil pembalhalsa ln 

yalng berupal jalwalbaln dalri permalsallalhaln berdalsalrkaln halsil penelitialn sertal berisikaln 

salraln-salraln penlulis mengenali alpal yalng halrus ditingkaltkaln dalri pengembalngaln 

teori-teori yalng berkalitaln dengaln halsil penelitialn demi perbalikaln dimalsal 

mendaltalng. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perbandingan Hukum 

1. Sejarah Perbandingan Hukum 

Perbalndingaln hukum mempunyali sejalralhnyal sendiri yalng malnal dallalm sejalralhnya l 

Sudalh di kenall sejalk zalmaln: 

a. Plalto (430-470 SM) dilalkukaln kegialtaln memperbalndingkaln hukum. Dallalm 

kalryalnyal Politeial (Negalral) Plalto memperbalndingkaln beberalpal bentuk Negalral; 

b. Alristoteles (384-322 SM) dallalm Politiknyal memperbalndingkaln peralturaln- 

peralturaln dalri berbalgali negalral; 

c. Theopralstos (372-287 SM) memperbalndingkaln hukum yalng berkalitaln dengaln 

juall beli di berbalgali negalral. 

d. Collaltio (Mosalicalrium et Romalnium Legum Collaltio), sualtu kalryal yalng 

penulisnyal tidalk dikenall, diperbalndingkaln alntalr undalng-undalng Mozes 

(Pelalteuch) dengaln ketentualn-ketentualn yalng mirip dalri hukum Romalwi (Rene 

de Groot,1988:24). Studi perbalndingaln alntalral orgalnisalsi negalral dalri Inggris 

dengaln Peralncis dilalkukaln oleh Fortescue kiral-kiral paldal talhun 1930. 

e. Montesquie (1687-1755) dallalm L’esprit delois (1748) memperbalndingkaln 

ogalnisalsi negalral dalri Inggris daln Peralncis. 

f. Leibniz (1646-1716) menulis sualtu uralialn tentalng semual sistem hukum seluruh 

dunial. Ial yalkin dengaln calral itu dalpalt menemukaln dalsalr semual hukum. 

Sudalh sejalk lalmal kegialtaln perbalndingkaln hukum dikenall, sertal dalpaltlalh ditalrik 

kesimpulaln balhwal kegialtaln perbalndingkaln hukum diwalktu yalng lalmpalu halnyal 

terbaltals paldal hukum publik saljal, sehinggal perbalndingaln hukum perdaltal di walku 

yalng lalmpalu jalralng dilalkukaln. 

 

2. Pengertian Perbandingan Hukum 

Perbalndingaln hukum aldal beberalpal istilalh alsing penyebutalnnyal, yalitu Compa lraltive 

Lalw, Compalraltive Jurisprudence, Foreign Lalw (Istilalh Inggris), Droit Compalre 

(istilalh Peralncis), Rechtsgelijking (istilalh Belalndal) daln Rechtsvergleichung altalu 
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Vergleichende Rechlehre (istilalh Jermaln). Balrdal Nalwalwi Alrief sendiri berpendalpalt 

perbalndingaln hukum aldallalh ilmu pengetalhualn yalng mempelaljalri secalral sistemaltis 

hukum (pidalnal) dalri dual altalu lalbih sistem hukum dengaln mempergunalkaln metode 

perbalndingaln. Sedalngkaln Soedjono Dirdjosisworo mengemukalkaln perbalndingaln 

hukum aldallalh sualtu metode studi hukum, yalng mempelaljalri perbedalaln sistem 

hukum alntalral negalral yalng saltu dengaln yalng lalin. altalu membalnding-balndingkaln 

sistem hokum positif dalri balngsal yalng saltu dengaln yalng lalin.29 

 

Dallalm memperbalndingkaln hukum dikenall dual calral, yalitu memperbalndingkaln 

secalral malkro daln secalral mikro. Perbalndingaln secalral malkro aldallalh sualtu calra l 

memperbalndingkaln malsallalh-malsallalh hukum paldal umumnyal, seperti 

membalndingkaln hukum sualtu negalral dengaln negalral lalin secalral umum. 

Perbalndingaln secalral mikro aldallalh sualtu calral memperbalndingkaln malsallalh-malsallalh 

hukum tertentu alntalral sualtu negalral dengaln negalral lalin.30 Tidalk aldal baltalsaln taljalm 

alntalral perbalndingaln secalral malkro daln mikro. Hukum yalng telalh diketalhui daln alka ln 

diperbalndingkaln disebut “compalraltum”, sedalngkaln hukum yalng alkaln 

diperbalndingkaln dengaln yalng telalh diketalhui disebut “compalralndum”. Setelalh 

diketalhui kedual hukum itu, perlu ditetalpkaln alpal yalng alkaln diperbalndingkaln, 

misallnyal mengenali perjalnjialn, perkalwinaln daln sebalgalinyal, ini disebut “tertium 

compalraltum”. 

 

Objek perbalndingaln hukum iallalh (sistem altalu bidalng) hukum di negalral yalng 

mempunyali lebih dalri saltu sistem hukum (misallnyal hukum perdaltal dalpalt 

diperbalndingkaln dengaln hukum perdaltal tertulis) altalu bidalng-bidalng hukum di 

negalral yalng mempunyali saltu sistem hukum (seperti misallnyal syalralt calusallitals 

dallalm hukum pidalnal daln perdaltal, konstruksi perwalkilaln dallalm hukum perdaltal daln 

pidalnal altalu sistem hukum alsing diperbalndingkaln dengaln sistem hukum sendiri 

(misallnyal lalw of contralct dibalndingkaln dengaln hukum perjalnjialn).31 

 

Menurut hemalt penulis perbalndingaln hukum dalpalt disebut kedualnyal balik sebalgali 

 
29 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), hal. 60   
30 Geoffrey Samuel, 2014, An Introduction to Comparative Law Theory and Method, Oregon : Hart 

Publising, hlm. 50. 
31 Jenny Barmawi, 1989, Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum 

Inggris Amerika, pusaka kartin, Yogyakarta, hlm. 34 
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ilmu pengetalhualn malupun metode. Sebagali sebualh metode perbalndingaln hukum 

digunalkaln terlebih dallalm penelitialn hukum normaltif. Kalrenal dallalm ilmu hukum 

pralktek metode perbalndingaln sering diteralpkaln pulal. Sebalgali ilmu pengetalhualn 

kalrenal dipelaljalri secalral sistemaltis hukum dalri dual altalu lebih sistem hukum. 

 

B. Deferred Prosecution Agreement 

Deferred prosecution algreement (selalnjutnyal disebut DPAl) aldallalh konsep yalng 

berkembalng di Almerikal Serikalt daln Inggris untuk menyelesalikaln permalsallalhaln 

yalng aldal dallalm tindalk pidalnal korporalsi di negalral tersebut. DPAl merupalkaln 

negosialsi yalng dilalkukaln oleh jalksal dengaln terdalkwal altalu lalwyernyal, dimalna l 

terdalkwal disini aldallalh korporalsi, dallalm upalyal untuk mengallihkaln penuntutaln dalri 

proses peraldilaln altalu untuk menalngalni kesallalhaln korporalsi melallui prosedur 

pemulihaln aldministraltif altalu sipil.32 Berbalgali bentuk perjalnjialn tersedial balgi 

penuntut umum daln perusalhalaln dallalm upalyal untuk mengallihkaln penuntutaln 

perusalhalaln dalri proses peraldilaln altalu untuk menalngalni kesallalhaln korporalsi melallui 

prosedur pemulihaln aldministraltif altalu sipil. 33 

 

Kejalhaltaln korporalsi merupalkaln permalsallalhaln serius, terutalmal kalrenal kalitalnnya l 

dengaln perekonomialn, daln dalpalt berpengalruh terhaldalp perekonomialn negalral jugal. 

Proses investigalsi, penuntutaln daln peraldilalnnyal memalkaln bialyal yalng besalr, lalmbalt 

daln kompleks. Oleh kalrenal itu diperlukaln inovalsi yalng menyedialkaln allternaltive 

yalng lebih cepalt, efektif, proporsionall daln kepalstialn hukum yalng tinggi dallalm 

memidalnal korporalsi. Inovalsi tersebut berkembalng di Almerikal Serikalt kemudialn 

Inggris daln beberalpal negalral lalinnyal. Inovalsi yalng dimalksud aldallalh deferred 

prosecution algreement (DPAl). 

 

Dengaln aldalnyal mekalnisme DPAl korporalsi tidalk terlallu kehilalngaln reputalsi altalu 

nalmal baliknyal kalrenal perkalralnyal tidalk berlalmal lalmal diproses melallui jallur 

pengaldilaln dalri talhalp pertalmal, balnding, hinggal kalsalsi. Kalryalwaln korporalsi tidalk 

menjaldi korbaln kalrenal perusalhalaln tidalk kolalps daln tidalk jaltuh salhalmnyal, daln tetalp 

dalpalt bekerjal di perusalhalaln itu. Korporalsi tetalp mendalpalt salnksinyal altalu 

 
32 Polly Sprenger, 2015, Deferred Prosecution Agreements: The Law and Practice of Negotiate 

Corporate Criminal Penalties, UK: Sweet & Maxwell, hlm. 1.   
33 Ibid, hlm. 77. 
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konsekuensi tindalkalnnyal yalkni dengaln pembalyalraln dendal daln bialyal lalinnya l 

kepaldal negalral. Negalral mendalpalt malnfalalt lebih cepalt dengaln pembalyalraln denda l 

daln pengemballialn kerugialn negalral itu, daln sebalgalinyal. Sementalral itu, korporalsi 

jugal menerimal konsekuensi melalkukaln perbalikaln malnalgemen daln ketalaltalnnya l 

paldal peralturaln negalral kalrenal sejumlalh syalralt dalpalt diberikaln dengaln DPA l 

tersebut.34  

 

DPAl halrus terlebih dalhulu dinilali oleh halkim independen, alpalbilal halkim 

menyetujui daln tersalngkal jugal menyepalkalti sejumlalh perjalnjialn (terutalma l 

pembalyalraln galnti rugi, pemulihaln kealdalaln daln pencegalhaln perbualtaln serupal di 

kemudialn halri), malkal penuntutaln alkaln dihentikaln oleh jalksal. Menurut sejalralhnyal, 

DPAl direncalnalkaln daln diperkenallkaln sebalgali salralnal balgi jalksal dallalm mengaltalsi 

kejalhaltaln ekonomi termalsuk fralud, money lalundering daln bribery yalng dinilali 

berkontribusi palling besalr. 

 

DPAl dalpalt ditalwalrkaln oleh jalksal altalu regulaltor ketikal perusalhalaln menunjukaln 

sikalp kooperaltif terhaldalp proses penyidikaln pidalnal, pengalkualn falktal-falktal daln 

menerimal beberalpal ketentualn seperti hukumaln, repalralsi, dendal, dalnal bialsalnya l 

Tindalkaln preventif algalr tidalk mengulalngi kemballi. Ketentualn tersebut dalpalt 

berupal kewaljibaln hukum seperti: 

1) Pengalkualn altals pelalnggalraln yalng dilalkukaln; 

2) Pembalyalraln dendal daln kompensalsi; 

3) Penunjukaln aluditor independent untuk mengalwalsi kegialtaln perusalhalaln dallalm 

jalngkal walktu tertentu; 

4) Pemecaltaln pegalwali Tertentu; 

5) Pelalksalnalaln progralm pemenuhaln. 

 

Di negalral Almerikal daln Inggris, allternaltif peyelesalialn sengketal berupal DPAl ini 

dikhususkaln untuk tindalk pidalnal yalng dilalkukaln oleh korporalsi (Recht Persoon). 

Nalmun di Almerikal selalin di khususkaln untuk menjeralt korporalsi, tetalpi DPAl di 

Almerikal jugal dalpalt menjeralt naltuurlijk persoon. DPAl halnyal dalpalt dilalkuka ln 

terhaldalp korporalsi, mengingalt penjaltuhaln pidalnal paldal korporalsi memberikaln efek 

 
34 Nelson, Febby Mutiara, 2020, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah 

Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?” Jakarta: Simbur Cahaya, hal. 239-240. 
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besalr terhaldalp perusalhalaln, yalng dalpalt membualt perusalhalaln mengallalmi kerugialn 

besalr yalng secalral otomaltis bisal berimbals terhaldalp kalryalwaln.35 

 

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia 

Dallalm perkembalngaln hukum pidalnal salalt ini, korporalsi sudalh diterimal sebalga li 

subjek hukum pidalnal, dengaln pemikiraln balhwal korporalsi jugal bisal melalkukaln 

Tindalkaln altalu perilalku negaltif yalng dalpalt merugikaln malsyalralkalt di sualtu negalra l. 

Korporalsi dalpalt melalkukaln Tindalkaln yalng dalpalt mengalkibaltkaln lingkungaln 

tercemalr, persalingaln curalng, malnipulalsi paljalk, malnipulalsi pembukualn perusaljalaln, 

tindalk pidalnal korupsi, tindalk pidalnal nalrkotikal yalng dalpalt merugikaln malsyalralka lt 

dallalm jumlalh yalng cukup besalr. Tindalkaln-Tindalkaln yalng menyimpalng dilalkukaln 

oleh korporalsi inilalh yalng dalpalt dikaltalkaln sebalgali kejalhaltaln korporalsi (corpotalte 

crime). 

 

Di Indonesial terdalpalt beberalpal pemikiraln mengenali pertalnggungjalwalbaln pidalnal 

korporalsi, yalitu: 

1) Pengurus Korporalsi sebalgali pembualt daln Penguruslalh yalng bertalnggungjalwalb. 

Galgalsaln ini dilalndalsi oleh pemikiraln balhwal baldaln hukum tidalk dalpa lt 

dipertalnggungjalwalbkaln secalral pidalnal, kalrenal penguruslalh yalng alkaln selallu 

dialnggalp sebalgali pelalku dalri delik tersebut. 

2) Korporalsi sebalgali pembualt daln pengurus yalng bertalnggung jalwalb. Jaldi model 

ini menyaldalri balhwal korporalsi sebalgali pembualt nalmun untuk 

pertalnggungjalwalbalnnyal diseralhkaln kepaldal pengurus.  

3) Korporalsi sebalgali pembualt daln jugal sebalgali yalng bertalnggungjalwalb. Model ini 

memerhaltikaln perkembalngaln korporalsi itu sendiri, kalrenal ternyaltal halnya l 

dengaln menetalpkaln pengurus sebalgali yalng bertalnggung jalwalb, tidalklalh cukup. 

 

Aldalpun hall-hall yalng dalpalt dijaldikaln allalsaln pembenalr balhwal korporalsi sebalgali 

pembualt daln sekalligus yalng bertalnggungjalwalb aldallalh sebalgali berikut: Pertalmal, 

kalrenal dallalm berbalgali tindalk pidalnal ekonomi daln fiskall, keuntungaln yalng 

diperoleh korporalsi altalu kerugialn yalng diderital malsyalralkalt dalpalt sedemikialn besalr, 

 
35 Ardi Ferdian, 2021, “Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Pertanggung 

Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jurnal UB Arena 

Hukum, hlm. 7. 
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sehinggal tidalk alkaln mungkin seimbalng bilalmalnal pidalnal halnyal dijaltuhkaln palda l 

pengurus saljal. Kedual, dengaln halnyal memidalnal pengurus saljal, tidalk altalu belum aldal 

jalminaln balhwal korporalsi tidalk alkaln mengulalngi tindalk pidalnal lalgi, Dengaln 

memidalnal korporalsi dengaln jenis daln beralt sesuali dengaln sifalt korporalsi itu, 

dihalralpkaln korporalsi dalpalt menalalti peralturaln yalng bersalngkutaln. 

 

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP 

KUHP tidalk menyebutkaln secalral eksplisit system pertalnggungjalwalbaln pidalnal 

yalng dialnut. Beberalpal palsall KUHP sering menyebutkaln kesallalhaln berupa l 

kesengaljalaln altalu keallpalaln. Tetalpi, kedual istilalh tersebut tidalk dijelalskaln lebih 

lalnjut oleh Undalng-Undalng tentalng malknalnyal. Seperti yalng diungkalpkaln oleh 

Roeslaln Salleh36, sering digunalkaln dallalm rumusaln delik, sealkaln-alkaln sudalh palsti, 

tetalpi tidalk talhu alpal malknalnyal; sealkaln-alkaln tidalk menimbulkaln keralgualn dallalm 

pelalksalnalalnnyal. Alpalbilal kital cermalti rumusaln palsall-palsall yalng aldal di dallalm 

KUHP, terutalmal bukal ke-2 (dual) KUHP, dengaln jelals disebutkaln istilalh 

kesengaljalaln altalu keallpalaln. Berikut kutipaln rumusaln palsall-palsall KUHP tersebut. 

a. Denga ln sengaljal 

Misallnyal, Palsall 338 KUHP yalng berbunyi: Balralngsialpal dengaln sengalja l 

menghilalngkaln nyalwal oralng lalin, dialncalm kalrenal pembunuhaln… 

b. Kalrenal keallpalaln 

Misallnyal, Palsall 359 KUHP yalng berbunyi: Balralngsialpal kalrenal keallpalaln 

menyebalbkaln maltinhyal oralng lalin, dialncalm dengaln pidalnal… 

 

Tidalk aldal penjelalsaln lebih lalnjut alpal yalng dimalksud dengaln kesengaljalaln daln 

keallpalaln tersebut. Nalmun, berdalsalrkaln doktrin daln pendalpalt palral alhli hukum dalpalt 

disimpulkaln balhwal dengaln rumusaln seperti itu beralrti palsall-palsall tersebut 

mengalndung unsur kesallalhaln yalng halrus dibuktikaln oleh pengaldilaln. Dengaln kalta l 

lalin, untuk memidalnal pelalku delik, selalin telalh terbukti melalkukaln tindalk pidalnal, 

malkal unsur kesengaljalaln malupun keallpalaln jugal halrus dibuktikaln. Dallalm KUHP 

halnyal dialtur mengenali perbualtaln pidalnal yalng dilalkukaln oleh malnusial/oralng saljal, 

sedalngkaln baldaln hukum altalu korporalsi tidalk dalpalt dijalring, sebalb korporalsi tidalk 

termalsuk subyek hukum altalu pelalku.  

 
36 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian 

Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 98. 
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KUHP belum mengalkui korporalsi sebalgali subjek hukum pidalnal. Menurut pendalpalt 

beberalpal Salrjalnal, hall ini dikalrenalkaln KUHP malsih mengalnut alsals societals 

delinquere non potest altalu universitals delinquere non potest.37 Dallalm bukunyal 

Utrecht mengemukalkaln balhwal KUHP yalng salalt ini berlalku merupalkaln aldopsi altals 

Wetboek valn Stralftrecht (W.v.S) Belalndal paldal talhun 1881. Jikal merujuk paldal W.v.S 

Belalndal talhun 1881, malkal dalpalt diketalhui balhwal W.v.S talhun 1881 belum 

mengenall koporalsi sebalgali subjek hukum. Subjek hukum korporalsi di Belalndal 

dikenall secalral luals daln dimalsukaln kedallalm W.v.S setelalh dilalkukaln perubalhaln 

terhaldalp Palsall 51 W.v.S paldal talhun 1976, yalng dialmbil dalri ketentualn Wet 

Economische Delicten talhun 1950. 

 

Meski demikialn, di dallalm KUHP terdalpalt alturaln paldal balgialn ketentualn umum daln 

beberalpal ketentualn mengenali delik yalng sebenalrnyal berkalitaln dengaln keberaldalaln 

korporalsi. Paldal Buku 1 mengenali Ketentualn Umum, Palsall 59 mengaltur mengenali:  

“dallalm hall-hall dimalnal kalrenal pelalnggalraln ditentukaln pidalnal terhaldalp 

penggurus, alnggotal-alnggotal baldaln pengurus, altalu komisalris-komisalris, malka l 

pengurus, alnggotal baldaln pengurus, altalu komisalris, yalng tidalk ternyaltal tida lk ikut 

calmpur melalkukaln pelalnggalraln, tidalk dipidalnal” Ketentualn tersebut, oleh balnyalk 

salrjalnal hukum ditalfsirkaln sebalgali sallalh saltu alrgumen yalng mendalsalri balhwa l 

KUHP tidalk mengalkui korporalsi sebalgali subjek hukum pidalnal. Balhwal, alpalbila l 

terjaldi tindalk pidalnal yalng dilalkukaln oleh pengurus, malkal pertalnggungjalwalba ln 

pidalnalnyal tetalp dibebalnkaln kepaldal palral pengurus tersebut, kecualli terhalda lp 

pengurus yalng tidalk terlibalt dallalm tindalk pidalnal tertsebut. Altals tindalk pidalnal yalng 

dilalkukaln oleh palral pengurus ini, pertalnggungjalwalbalnnyal tidalk dibebalnkaln kepalda l 

korporalsi, meskipun perbualtaln tersebut dilalkukaln untuk daln altals nalmal korporalsi. 

 

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang Undang di 

Luar KUHP 

Korporalsi sebalgali subjek hukum di Indonesial sudalh dialkui keberaldalalnnal dalri talhun 

1951 didallalm Undalng-Undalng Dalruralt Nomor 17 Talhun 1951 tentalng Penimbunaln 

 
37 Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Indonesia), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 99. 
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Balralng, Palsall 11 menyebutkaln tentalng pertalng gungjalwalbaln korporalsi dallalm 

tindalk pidalnal yalng dilalkukaln oleh korporalsi sebalgali berikut:38 

a. Bilalmalnal sualtu perbualtaln yalng boleh dihukum berdalsalrkaln undalng undalng ini, 

dilalkukaln oleh sualtu baldaln hukum, malkal tuntutaln itu dilalkukaln daln hukumaln 

dijaltuhkaln terhaldalp baldaln-baldaln hukum itu altalu terhaldalp oralng-oralng 

termalksud dallalm alyalt (2) palsall ini, altalu terhaldalp kedual-dualnyal. 

b. Sualtu perbualtaln yalng dalpalt dihukum berdalsalrkaln undalng-undalng ini dilalkukaln 

oleh sualtu baldaln hukum, jikal dilalkukaln oleh seoralng altalu lebih yalng dalpa lt 

dialnggalp bertindalk malsing-malsing altalu bersalmal salmal melalkukaln altals nalma l 

baldaln hukum itu. 

 

Istilalh yalng digunalkaln dallalm Palsall 11 Undalng-Undalng Dalruralt talhun 1951 

belumlalh menggunalkaln istilalh korporalsi, alkaln tetalpi baldaln hukum Halnya l 

korporalsi yalng berbentuk baldaln hukumlalh yalng dalpalt dikenalkaln palsall ini. Nalmun 

peralturaln ini belum dilalksalnalkaln secalral serius paldal walktu itu. Pemalhalmaln 

mengenali konsep pertalnggungjalwbalaln pidalnal korporalsi (tindalk pidalnal korporalsi), 

belum dipalhalmi oleh palral penegalk hukum daln malsyalralkalt.39 

Selalin Undalng-Undalng Dalruralt No. 17 Talhun 1951, pengalturaln tentalng 

pertalnggungjalwalbaln yalng dilalkukaln oleh korporalsi dialtur jugal oleh peralturaln 

perundalng-undalngaln lalinnyal, yalng tersebalr dilualr KUHP, peralturaln perundalng-

undalngaln tersebut sebalgali berikut: 

a. Palsall 15 alyalt (1) Undalng-Undalng Dalruralt Nomor 7 Talhun 1955 tentalng 

Pengusutaln, penuntutal daln Peraldilaln Tindalk Pidalnal Ekonomi: Jikal sualtu tindalk 

pidalnal ekonomi dilalkukaln oleh altalu altals nalmal sualtu baldaln hukum, sualtu 

perseroaln, sualtu perserikaltaln oralng jalng lalinnyal, altalu sualtu jaljalsaln, malka l 

tuntutaln pidalnal dilalkukaln daln hukumaln pidalnal sertal tindalkaln talalt tertib 

dijaltuhkaln, balik terhaldalp baldaln hukum, perseroaln, perserikaltaln altalu jaljalsaln itu, 

balik terhaldalp merekal jalng memberi perintalh melalkukaln tindalk pidalnal ekonomi 

itu altalu jalng bertindalk sebalgali pemimpin dallalm perbualtaln altalu kelallalialn itu, 

malupun terhaldalp kedual-dualnyal; 

 
38 Indonesia, Undang-Undang Darurat mengenai Penimbunan Barang. Undang Undang Darurat 

No.17 Tahun 1951, LN. No. 90 Tahun 1951, TLN. No. 155, Pasal 11. 
39 Sutan Remy Sjahdeni, 2017,  Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya, 

Jakarta: Kencana, hlm. 225. 
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b. Palsall 17 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 11 PNPS Talhun 1963 tentalng Tindalk 

Pidalnal Subversi (Undalng-Undalng ini telalh dicalbut dengaln Undalng-Undalng 

Nomor 26 Talhun 1999 talnggall 19 Mei 1999) berbunyi: 

Jikal sualtu tindalk pidalnal subversi dilalkukaln oleh altalu altals nalmal sualtu balda ln 

hukum, perseroaln, perserikaltaln oralng, jaljalsaln, altalu orgalnisalsi lalinnal, malka l 

tindalkaln peraldilaln dilalkukaln, balik terhaldalp baldaln hukum, perseroaln, 

perserikaltaln oralng, jaljalsaln altalu orgalnisalsi lalinnyal, itu balik terhaldalp merekal jalng 

memberi perintalh untuk melalkukaln tindalk pidalnal tersebut altalu jalng bertindalk 

sebalgali pemimpin dallalm perbualtaln itu, malupun terhaldalp kedual-dualnyal; 

c. Palsall 49 Undalng-Undalng Nomor 9 Talhun 1976 tentalng Penyimpalnaln Nalrkotika l 

berbunyi: Jikal sualtu tindalk pidalnal mengenali nalrkotikal dilalkukaln oleh altalu altals 

nalmal sualtu baldaln hukum, sualtu perseroaln, sualtu perserikaltaln oralng yalng 

lalinnyal altalu sualtu yalyalsaln, malkal tuntutaln pidalnal dilalkukaln daln hukumaln 

pidalnal sertal tindalkaln taltal tertib dijaltuhkaln. 

d. Undalng-Undalng Nomor 15 Talhun 2003 tentalng Penetalpaln Peralturaln 

Pemerintalh Penggalnti Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 2003 menjaldi Undalng-

Undalng tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Terorisme daln Undalng-Undalng 

Nomor 19 Talhun 2013 tentalng Pencegalhaln daln Pemberalntalsaln Tindalk Pidalna l 

Pendalnalaln Terorisme. Dallalm Palsall 17 alyalt (1) daln (2) yalng menyaltalkaln: 

"Dallalm hall tindalk pidalnal terorisme dilalkukaln oleh altalu altals nalmal sualtu 

korporalsi, malkal tuntutaln daln penjaltuhaln pidalnal dilalkukaln terhaldalp korporalsi 

daln/altalu pengurusnyal. Tindalk pidalnal terorisme dilalkukaln oleh korporalsi alpalbila l 

tindalk pidalnal tersebut dilalkukaln oleh oralng-oralng balik berdalsalrkaln hubungaln 

kerjal malupun hubungaln lalin, bertindalk dallalm lingkungaln korporalsi tersebut 

balik sendiri malupun bersalmal-salmal". Dallalm Palsall 8 alyalt Undalng-Undalng 

Nomor 19 Talhun 2013 berikut ini: Pidalnal Dijaltuhkaln terhaldalp korporalsi jikal 

tindalk pidalnal pendalnalaln terorisme:  

1) dilalkukaln altalu diperintalhkaln oleh personel pengendalli korporalsi; 

2) dilalkukaln dallalm ralngkal pemenuhaln malksud daln tujualn korporalsi;  

3) dilalkukaln sesuali dengaln tugals daln fungsi pelalku altalu pemberi perintalh dallalm 

Korporalsi; 

4) dilalkukaln oleh personel pengendalli korporalsi dengaln malksud memberika ln 

malnfalalt balgi korporalsi. 

e. Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 1999 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalna l 
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Korupsi sebalgalimalnal telalh diubalh dengaln Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 

2001, mengaldopsi pemikiraln tersebut sebalgalimalnal bunyi Palsall 20, khususnya l 

alyalt (1), Bunyi Palsall 20 aldallalh sebalgali berikut. 

1) Dallalm hall tindalk pidalnal korupsi dilalkukaln oleh altalu altals nalmal sualtu 

korporalsi, malkal tuntutaln daln penjaltuhaln pidalnal dalpalt di lalkukaln terhaldalp 

korporalsi daln/altalu pengurusnyal; 

2) Tindalk Pidalnal korupsi dilalkukaln oleh korporalsi alpalbilal tindalk pidalna l 

tersebut dilalkukaln oleh oralng-oralng balik berdalsalrkaln hubungaln kerja l 

malupun berdalsalrkaln hubungaln lalin, bertindalk dallalm lingkungaln korporalsi 

tersebut balik sendiri malupun bersalmal salmal; 

3) Dallalm hall tuntutaln pidalnal dilalkukaln terhaldalp sualtu korporalsi, malka l 

korporalsi tersebut diwalkili oleh pengurus. 4) Pengurus yalng mewalkili 

korporalsi sebalgalimalnal dimalksud alyalt (3) dalpalt diwalkili oleh pengurus; 

4) Halkim dalpalt memerintalhkaln supalyal pengurus korporalsi meng haldalp sendiri 

dipengaldilaln daln dalpalt pulal memerintalhkaln supalyal pengurus tersebut dibalwa l 

kesidalng pengaldilaln; 

5) Dallalm hall tuntutaln pidalnal dilalkukaln terhaldalp korporalsi, malkal palnggilaln 

untuk menghaldalp daln penyeralhaln suralt palnggilaln tersebut disalmpalika ln 

kepaldal pengurus ditempalt tinggall pengurus altalu ditempalt pengurus 

berkalntor; 

6) Pidalnal pokok yalng dalpalt dijaltuhkaln terhaldalp korporalsi halnyal pidalnal dendal, 

dengaln ketentualn malksimum pidalnal ditalmbalh 1/3 (saltu pertigal). 

f. Dallalm Palsall 6 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 2010 tentalng 

Pencegalhaln daln Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Pencucialn Ualng menyaltalka ln 

balhwal dallalm hall tindalk pidalnal dilalkukaln oleh korporalsi, pidalnal dijaltuhkaln 

terhaldalp korporalsi daln/altalu personil pengendalli korporalsi. Aldalpun kalpaln daln 

dallalm hall alpal korporalsi bisal dijaltuhkaln pidalnal, oleh undalng-undalng ini 

diberikaln baltalsaln alpalbilal tidalk pidalnal itu:  

1) dilalkukaln altalu diperintalhkaln oleh Personel pengendalli korporalsi; 

2) dilalkukaln dallalm ralngkal pemenuhaln malksud daln tujualn korporalsi; 

3) dilalkukaln sesuali dengaln tugals daln fungsi pelalku altalu pemberi perintalh; 

4) dilalkukaln dengaln malksud memberikaln malnfalalt balgi korporalsi. 

 

D. Kerugian Keuangan Negara 
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1.  Pengertian Kerugian Keuangan Negara 

Istilalh keualngaln negalral terdalpalt dallalm konstitusi negalral Republik Indonesial, alkaln 

tetalpi istilalh tersebut malsih menimbulkaln penalfsiraln yalng berbedal, kalrenal dallalm 

kenyaltalalnnyal keualngaln negalral tidalk halnyal mutlalk ualng negalral saljal, malsih alda l 

keualngaln daleralh malupun keualngaln baldaln hukum lalinnyal yalng beralsall dalri 

kekalyalaln negalral yalng dipisalhkaln paldal Baldaln Usalhal Milik Negalral daln Baldaln 

Usalhal Milik Daleralh jugal malsih dikaltegorikaln sebalgali keualngaln negalral, hall 

tersebut menimbulkaln permalsallalhaln dallalm menentukaln keualngaln negalral, kalrena l 

aldal penalfsiraln terhaldalp staltus hukum ualng negalral balgi kekalyalaln negalral yalng 

dipisalhkaln dalri baldaln hukum, seperti BUMN daln BUMD.40 Pengertialn keualngaln 

negalral menurut Alrifin Suryal Altmaljal aldallalh segallal sesualtu kegialtaln altalu alktivitals 

yalng berkalitaln eralt dengaln ualng yalng dibentuk oleh negalral untuk kepentingaln 

publik dimalnalpun daln dallalm kepentingaln alpalpun.41 Hall penting yalng dalpalt ditalrik 

dalri pengertialn keualngaln negalral tersebut aldallalh balhwal keualngaln negalral salma l 

dengaln kekalyalaln negalral, dimalnal alktival daln palsival semual balralng yalng mempunyali 

nilali ualng seperti talnalh, kalli, talmbalng, gunung, yalng aldal di wilalyalh Republik 

Indonesial daln jugal semual salralnal yalng dimiliki negalral Republik Indonesial, balik 

yalng beralsall dalri pembelialn malupun dalri calral perolehaln lalinnyal. 

 

Pengertialn dalri rualng lingkup keualngaln negalral jugal dalpalt dilihalt lebih lalnjut di 

dallalm penjelalsaln altals Undalng-Undalng Nomor 17 Talhun 2003 tentalng Keualngaln 

Negalral, yalng meneralngkaln sebalgali berikut. Aldal empalt pendekaltaln yalng dalpalt 

digunalkaln dallalm merumuskaln keualngaln negalral, yalitu pendekaltaln dalri sisi objek, 

subjek, proses daln tujualnnyal. Dalri sisi objek, yalng dimalksud dengaln Keualngaln 

Negalral meliputi semual halk daln kewaljibaln negalral yalng dalpalt dinilali dengaln ualng, 

termalsuk kebijalkaln daln kegialtaln dallalm bidalng fiskall, moneter daln pengelolalaln 

kekalyalaln negalral yalng dipisalhkaln, sertal segallal sesualtu balik berupal ualng, malupun 

balralng yalng dalpalt dijaldikaln milik negalral yalng berhubungaln dengaln halk da ln 

kewaljibaln tersebut. Dalri sisi subjek keualngaln negalral meliputi seluruh objek 

sebalgalimalnal dialtals yalng dimiliki oleh negalral, daln altalu dikualsali oleh pemerintalh 

 
40 Arifin P.Soeria Atmadja, 2014, Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, Bandung: Mujahid Press, 

hlm. 10. 
41 Arifin P.Soeria Atmadja. 2005, Pengertian keuangan Negara Pasca Amandemen UUD, 1945, 

dalam Keuangan Publik dalam Perspektif: Teori, Praktik dan Kritik, Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4. 
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pusalt, Pemerintalh Daleralh, Perusalhalaln Negalral/Daleralh, daln baldaln lalin yalng alda l 

kalitalnnyal dengaln keualngaln negalral. Sedalngkaln dalri sisi proses Keualngaln negalra l 

mencalkup seluruh ralngkalialn kegialtaln yalng berkalitaln dengaln pengelolalaln objek 

sebalgalimalnal tersebut dialtals mulali perumusaln kebijalkaln daln pengalmbilaln 

keputusaln salmpali dengaln pertalnggungjalwalbaln. Dalri sisi tujualn, Keungaln Negalra l 

meliputi seluruh kebijalkaln, kegialtaln daln hubungaln hukum yalng berkalitaln dengaln 

pemilikaln daln altalu pengualsalaln objek sebalgalimalnal tersebut dialtals dallalm ralngka l 

penyelenggalralaln negalral. 

 

Pengertialn Kerugialn keualngaln negalral tidalk dalpalt ditemui secalral nyaltal di dallalm 

Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 1999 jo Undalng-Undalng No. 20 Talhun 2001 

tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi. Perumusaln dallalm palsall-palsall 

undalng-undalng tersebut halnyal menjelalskaln tentalng kondisi-kondisi secalral nyalta l 

telalh aldal kerugialn negalral daln dalpalt menimbulkaln kerugialn negalral. Sedalngkaln 

penghitungaln kerugialn keualngaln negalral berdalsalrkaln temualn dalri instalnsi yalng 

berwenalng altalu alkuntaln publik yalng ditunjuk, 

 

Menurut Alnwalr Nalsution, keualngaln negalral dilihalt dallalm alrti luals ber alrti melihalt 

keualngaln negalral sebalgali konsekwensi penyelenggalralaln sektor publik. Tidalk halnya l 

meliputi AlPBN melalinkaln meliputi alnggalraln non budjeter seperti BUMN/BUMD, 

yalyalsaln malupun perusalhalaln yalng terkalit dengaln kedinalsaln, sertal lembalgal swalsta l 

yalng mendalpaltkaln subsidi dalri negalral. Sementalral itu, dilihalt dallalm alrti sempit, 

keualngaln negalral aldallalh hall yalng dialtur oleh AlPBN merupalkaln balgialn dalri 

keualngaln negalral, sedalngkaln dilualr itu bukaln keualngaln negalral. Mengenali AlPBN, 

UUD 1945 dallalm Balb VIII (hall keualngaln), Palsall 23 alyalt (1) menegalskaln balhwal:42 

1) AlPBN sebalgali wujud dalri pengelolalaln keualngaln negalral ditetalpkaln setialp talhun 

dengaln undalng-undalng daln dilalksalnalkaln secalral terbukal daln bertalnggung jalwalb 

untuk sebesalr-besalrnyal kemalkmuraln ralkyalt; 

2) RUU AlPBN dialjukaln oleh Presiden untuk dibalhals bersalmal DPR dengaln 

memperhaltikaln DPR. 

 
42 Ibid, hlm. 109. 



34 

 

 

3) Alpalbilal DPR tidalk menyetujui ralncalngaln alnggalraln pendalpaltaln daln belalnja l 

negalral yalng diusulkaln oleh Presiden, pemerintalh menjallalnkaln Alnggalra ln 

Pendalpaltaln daln Belalnjal Negalral talhun yalng lallu. 

 

Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 1999 jo UU Nomor 20 Talhun 2001 (UU PTPK) 

mengaltur dual instrumen hukum mengenali pemulihaln kerugialn negalral alkibalt 

perbualtaln korupsi, yalitu melallui instrumen pidalnal daln perdaltal. Terkalit instrumen 

pidalnal, Palsall 18 alyalt (1) huruf al memperluals pidalnal talmbalhaln dallalm KUHP 

menjaldi peralmpalsaln balralng bergeralk yalng berwujud altalu yalng tidalk berwujud altalu 

balralng tidalk bergeralk yalng digunalkaln untuk altalu yalng diperoleh dalri tindalk pidalna l 

korupsi, termalsuk perusalhalaln milik terpidalnal di malnal tindalk pidalnal korupsi 

dilalkukaln, begitu pulal dalri balralng yalng mengalntikaln balralng-balralng tersebut. 

Peralmpalsaln ini jugal memperluals Palsall 39 alyalt (1) KUHP dimalnal balralng yalng 

dalpalt diralmpals aldallalh balralng-balralng kepunyalaln terpidalnal yalng diperoleh dalri 

kejalhaltaln, balralng-balralng kepunyalaln terpidalnal yalng sengaljal dipergunalkaln untuk 

kejalhaltaln.  Lebih lalnjut, Palsall 19 alyalt (1) UU PTPK memperbolehkaln peralmpalsaln 

terhaldalp balralng-balralng bukaln milik terdalkwal. Pidalnal talmbalhaln berupa l 

peralmpalsaln balralng-balralng kepunyalaln pihalk ketigal dalpalt dilalkukaln jikal pihalk 

ketigal mendalpalt balralng-balralng tersebut dalri terdalkwal dengaln iktikald buruk.43 

 

Undalng-Undalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi jugal mengaltur tentalng 

pembalyalraln ualng penggalnti yalng jumlalhnyal sebalnyalk-balnyalknyal salmal dengaln 

halrtal bendal yalng diperoleh dalri tindalk pidalnal korupsi (Palsall 18 alyalt (1) huruf b). 

Jikal terpidalnal tidalk malmpu membalyalr ualng penggalnti tersebut, malkal berdalsalrka ln 

Palsall 18 alyalt (2) palling lalmal dallalm walktu 1 (saltu) bulaln sesudalh putusaln 

pengaldilaln yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp halrtal bendalnyal dalpalt 

disital oleh jalksal daln dilelalng untuk menutupi ualng penggalnti tersebut (penyitalaln 

halrtal bendal terpidalnal sebalgali pembalyalraln ualng penggalnti tersebut berbedal dengaln 

penyitalaln paldal salalt penyidikaln, kalrenal penyitalaln tersebut tidalk memerlukaln lalgi 

izin dalri Ketual Pengaldilaln Negeri). Demikialn jugal dallalm hall terpidalnal tidalk 

mempunyali halrtal bendal yalng mencukupi untuk membalyalr ualng penggalnti 

sebalgalimalnal dimalksud dallaln Palsall 18 alyalt (1) huruf b, malkal berdalsalrkaln Palsall 18 

 
43 R Wiyono, 2008, Pemberantasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 150. 
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alyalt (3) dipidalnal dengaln pidalnal penjalral yalng lalmalnyal tidalk melebihi alncalmaln 

malksimum dalri pidalnal pokoknyal sesuali dengaln ketentualn dallalm undalng undalng 

ini daln lalmalnyal pidalnal tersebut sudalh ditentukaln dallalm putusaln pengaldilaln. 

 

Berdalsalrkaln Palsall 32 UU PTPK telalh aldal solusi terbaltals terhaldalp pengemballialn 

alset koruptor dallalm skallal nalsionall melallui gugaltaln perdaltal sebalgalimalnal dialtur 

dallalm Palsall 32, Palsall 33, Palsall 24, daln Palsall 38 huruf c UU PTPK altalupun melallui 

jallur tuntutaln pidalnal sebalgalimalnal ditetalpkaln dallalm Palsall 11 huruf al, Palsall 18 alyalt 

(2), daln Palsall 38 alyalt (5) UU PTPK. Gugaltaln perdaltal dilalkukaln dengaln 

menggunalkaln gugaltaln perbualtaln melalwaln hukum di dallalm Palsall 1365 

KUHPerdaltal yalng beralrti halrus dibuktikalnnyal aldalnyal kesallalhaln dallalm alrti yalitu 

keallpalaln altalu kesengaljalaln dalri tergugalt.  

 

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 

Kemiskinaln merupalkaln malsallalh besalr yalng dalpalt menjaldi mallalpetalkal besalr balgi 

keutuhaln NKRI. Dialntalral penyebalb terjaldinyal kemiskinaln tersebut aldallalh 

pengelolalaln negalral yalng penuh dengaln korupsi, kolusi daln nepotisme (KKN).. 

korupsi merupalkaln alkalr dalri segallal permalsallalhaln balngsal daln menjaldi penyebalb 

utalmal tejaldinyal kemiskinaln. Oleh kalrenal itu, salngalt tepalt alpal yalng dikemukalkaln 

oleh Al. Ralhmaln Zalinudin sebalgalimalnal dikutip oleh Alndi Halmzalh, Balhwal 

“sekalralng ini korupsi dalpalt menjaltuhkaln sebualh rezim daln balhkaln 

menyengsalralkaln sualtu balngsal”.44 Korupsi memiliki rualng lingkup yalng salngalt 

luals. Syed Hussein Allaltals mengembalngkaln 7 (Tujuh) tipologi korupsi, yalitu 

sebalgali berikut45: 

al. Korupsi Tralnsalktif, yalitu korupsi yalng terjaldi altals dalsalr kesepalkaltaln di alntalra l 

donor dengaln resipien untuk keuntungaln kedual belalh pihalk. 

b. Korupsi Ekstortif, yalitu korupsi yalng melibaltkaln penekalnaln daln pemalksalaln 

untuk menghindalri balhalyal balgi merekal yalng terlibalt altalu oralng-oralng yalng dekalt 

dengaln pelalku korupsi. 

c. Korupsi Insentif, yalitu korupsi yalng beralwall dalri talwalraln yalng merupalkaln 

investalsi untuk mengalntisipalsi aldalnyal keuntungaln di malsal daltalng. 

 
44 Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar 

Grafika,, hlm. 1 
45 Bambang Waluyo, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi) 

Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22-23 
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d. Korupsi Nepotistik, yalitu korupsi yalng terjaldi kalrenal perlalkualn khusus balik 

dallalm pengalngkaltaln paldal kalntor publik malupun pemberialn proyek-proyek balgi 

kelualrgal dekalt. 

e. Korupsi Otogenik, yalitu korupsi yalng terjaldi ketikal seseoralng pejalbalt 

mendalpaltkaln keuntungaln kalrenal memiliki informalsi sebalgali oralng dallalm (Insider 

Informaltion) tentalng berbalgali kebijalkaln publik yalng sehalrusnyal diralhalsialkaln. 

f. Korupsi Suportif, yalitu perlindungaln altalu pengualtaln korupsi yalng menjaldi intrik 

kekualsalaln daln balhkaln kekeralsaln. 

g. Korupsi defensif, yalitu korupsi yalng dilalkukaln dallalm ralngkal mempertalhalnka ln 

diri dalri pemeralsaln. 

 

Pengertialn tindalk pidalnal korupsi berdalsalrkaln Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 

1999 Tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi tercalntum dallalm Balb II 

Tentalng Tindalk Pidalnal Korupsi paldal Palsall 2-20 daln Balb III Tentalng Tindalk Pidalna l 

Lalin Yalng Berkalitaln Dengaln Tindalk Pidalnal Korupsi paldal Palsall 21-24. 

Berdalsalrkaln ketentualn palsall-palsall tersebut dalpalt dikaltegorikaln pengertialn tindalk 

pidalnal korupsi berikut dengaln penjelalsaln malsing-malsing unsurnyal. 

 

Pengertialn Tindalk Pidalnal Korupsi pertalmal terdalpalt dallalm palsall 2 Undalng- Undalng 

Tindalk Pidalnal Korupsi: 

1) Setialp oralng yalng secalalral melalwaln hukum melalkukaln perbualtaln memperkalya l 

diri sendiri altalu oralng lalin altalu sualtu korporalsi yalng dalpalt merugikaln keualngaln 

negalral altalu perekonomialn negalral, dipidalnal penjalral dengaln penjalral seumur 

hidup altalu pidalnal penjalral palling singkalt 4 (empalt) talhun daln palling lalmal 20 

(dual puluh) talhun daln dendal palling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dual raltus juta l 

rupialh) daln palling balnyalk Rp. 1.000.000.000,00 (saltu milyalr rupialh). 

2) Dallalm hall tindalk pidalnal korupsi sebalgalimalnal dimalksud dallalm alyalt (1) 

dilalkukaln dallalm kealdalaln tertentu, pidalnal malti dalpalt dijaltuhkaln.  

 

Balhwal berdalsalrkaln palsall tersebut dialtals dijelalskaln yalng dimalksud dengaln “Secalra l 

Melalwaln Hukum” dallalm palsall ini mencalkup perbualtaln melalwaln hukum dallalm alrti 

formil malupun alrti malteriil, yalkni meskipun perbualtaln tersebut dialtur dallalm 

peralturaln perundalng-undalngaln, nalmun alpalbilal perbualtaln tersebut dialnggalp tercela l 

kalrenal tidalk sesuali dengaln ralsal kealdilaln altalu normal-normal kehidupaln sesuali dallalm 
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malsyalralkalt, malkal perbualtaln tersebut dalpalt dipidalnal. Daln yalng dimalksud dengaln 

“kealdalaln tertentu” dallalm alyalt (2) di altals balhwal dallalm ketentualn ini dimalksudkaln 

sebalgali pemberaltaln balgi pelalku tindalk pidalnal korupsi alpalbilal tindalk pidalna l 

tersebut dilalkukaln paldal walktu negalral dallalm kealdalaln balhalyal sesuali dengaln 

undalng-undalng yalng berlalku, paldal walktu terjaldi bencalnal allalm nalsionall, sebalga li 

pengulalngaln tindalk pidalnal korupsi, altalu paldal walktu negalral dallalm kealdalaln krisis 

ekonomi daln moneter. Untuk menyimpulkaln alpalkalh sualtu perbualtaln termalsk 

korupsi menurut palsall ini, halrus memenuhi unsur-unsur sebalgali berikut: 

al. Setialp oralng altalu korporalsi; 

b. Melalwaln hukum; 

c. Memperkalyal diri sendiri, oralng lalin altalu sualtu korporalsi; daln 

d. Dalpalt merugikaln keualngaln negalral altalu perekonomialn negalral. 

 

Pengertialn Tindalk Pidalnal Korupsi dallalm palsall 3 Undalng-Undalng Tindalk Pidalna l 

Korupsi yalitu: “setialp oralng yalng dengaln tujualn menguntungkaln diri sendiri altalu 

oralng lalin altalu sualtu korporalsi, menyelalhgunalkaln kewenalngaln, kesempaltaln alta lu 

salralnal yalng aldal paldalnyal kalrenal jalbaltaln altalu kedudukaln yalng dalpalt merugika l 

keualngaln negalral altalu perekonomialn negalral, dipidalnal dengaln pidalnal penjalra l 

seumur hidup altalu pidalnal penjalral palling singkalt 1 (saltu) talhun daln palling lalmal 20 

(dual puluh) talhun daln altalu dendal palling sedikit Rp. 50.000.000,00 (limal puluh jutal 

rupialh) daln palling balnyalk Rp. 1.000.000.000,00 (saltu milyalr rupialh). Rumusaln 

korupsi paldal palsall 3 Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 1999 Tentalng 

Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi, pertalmal kalli termualt dallalm Palsall 1 alyalt (1) 

huruf b Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 1971 Tentalng Pemberalntalsaln Tindalk 

Pidalnal Korupsi. Perbedalaln rumusaln terletalk paldal malsuknyal kaltal “dalpalt” sebelum 

unsur “merugikaln keualngaln altalu perekonomialn negalral” paldal Undalng-Undalng 

Nomor 31 Talhun 1999 Tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi. Untuk 

menyimpulkaln alpalkalh sualtu perbualtaln termalsuk korupsi menurut palsall ini 

halrus memenuhi unsur-unsur sebalgali berikut: 

al. Setialp oralng; 

b. Dengaln tujualn menguntungkaln diri sendiri altalu oralng lalin altalu sualtu korporalsi; 

c. Menyallalhgunalkaln kewenalngaln, kesempaltaln altalu salralnal; daln 

d. Dalpalt merugikaln keualngaln negalral altalu perekonomialn negalral. 
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Berdalsalrkaln penjelalsaln yalng aldal dallalm undalng-undalng tindalk pidalnal korupsi daln 

dikalitkaln balnyalknyal perbualtaln-perbualtaln yalng menyimpalng daln merugikaln 

keualngaln daln perekonomialn negalral sertal pelalksalnalaln pembalngunaln nalsionall yalng 

menurut peralsalaln kealdilaln malsyalralkalt halrus dituntut daln dipidalnal. Dallalm 

kenyaltalalnnyal balnyalk perbualtaln-perbualtaln yalng merugikaln keualngaln negalral daln 

telalh disinggung sistem kepegalwalialn yalng tidalk sehalt, yalng menyalngkut fungsi 

palral pegalwali sebalgali “the maln behind gun”yalng kuralng waljalr. Alkibalt dalri pola l 

Nepotisme terjaldilaln balnyalk kepincalngaln daln peristiwal ‘Overbelalst’, kebalnyalkaln 

jumlalh pegalwali. Aldministralsi negalral tidalk efisien, daln buget untuk galji pegalwa li 

tidalk memaldali lalgi, sehinggal aldministralsi jaldi semeralwut daln menjaldi sumber 

kongkallikong, balnyalk terjaldi penggelalpaln yalng merupalkaln tindalk pidalnal korupsi. 

Malhkalmalh berpendalpalt, kerugialn yalng telalh terjaldi dallalm tindalk pidalnal korupsi 

terutalmal berskallal besalr, salngaltlalh sulit untuk dibuktikaln perkalralnyal secalral tepalt 

daln alkuralt.  

 

Tindalk pidalnal korupsi, yalng berdalmpalk kepaldal kerugialn keualngaln negalral yalng 

salngalt besalr, sudalh palsti menghalmbalt pembalngunaln nalsionall. Berbalgali calra l 

dilalkukaln oleh pemerintalh daln palral penegalk hukum, untuk menekaln alngka l 

korupsi. Alkaln tetalpi salmpali salalt ini belum menunjukaln penurunaln yalng signifikaln. 

Berikut daltal yalng menunjukaln tindalk pidalnal korupsi dalri talhun ketalhun mengallalmi 

peningkaltaln daln diikuti dengaln kerugialn keualngaln negalral yalng cukup besalr, dalri 

talhun 2016 salmpali dengaln 2020: 

Instansi 201646 201747 201848 201949 202050 

Kejalksalaln 

Kepolisialn 

Jumlalh 

628 

202 

830 

833 

371 

1204 

639 

521 

1160 

515 

289 

804 

444 

286 

730 

 
46 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2016, (Jakarta: Komisi Pemberantasan 

Korupsi, 2017), hlm. 183. 
47 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2017, (Jakarta: Komisi Pemberantasan 

Korupsi, 2017), hlm. 174. 
48 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2018, (Jakarta: Komisi Pemberantasan 

Korupsi, 2019), hlm. 77. 
49 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2019, (Jakarta: Komisi Pemberantasan 

Korupsi, 2020), hlm. 59. 
50 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2020, (Jakarta: Komisi Pemberantasan 

Korupsi, 2021), hlm. 103. 
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Tabel 1. Jumlalh Kalsus Korupsi Berdalssalrkaln Halsil Kordinalsi daln Supervisi 

Penindalkaln 

 

Dalri daltal jumlalh kalsus korupsi yalng aldal tersebut, jelals terlihalt besalrnyal alngka l 

kalsus tindalk pidalnal korupsi setialp talhunnyal. Begitu jugal dengaln alngkal kerugia ln 

negalral yalng ditimbulkaln alkibalt tindalk pidalnal korupsi tersebut, setialp talhunnya l 

salngalt besalr. Besalrnyal jumlalh kalsus tersebut mengalkibaltkaln bertalmbalhnyal bebaln 

penyelesalialn perkalral pidalnal yalng halrus diselesalikaln oleh palral penegalk hukum. 

Memberalntals korupsi yalng sudalh mendalralh dalging dallalm sendi-sendi malsyalralka lt 

kital, diperlukaln aldalnyal palrtisipalsi segenalp lalpisaln malsyalralkalt. Talnpal palrtisipalsi 

dalri ralkyalt daln dukungaln merekal, segallal usalhal, undalng-undalng daln komisikomisi 

alkaln terbentur paldal kegalgallaln. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitialn Hukum aldallalh sualtu penelitialn yalng mempunyali obyek hukum, balik 

hukum sebalgali sualtu ilmu altalu alturaln-alturaln yalng sifaltnyal dogmaltis malupun 

hukum yalng berkalitaln dengaln perilalku daln kehidupaln malsyalralkalt. Menurut 

pendalpalt Soerjono Soekalnto, penelitialn hukum merupalkaln sualtu kegialtaln ilmialh, 

yalng didalsalrkaln paldal metode sistemaltikal daln pemikiraln tertentu yalng bertujualn 

untuk mempelaljalri saltu daln beberalpal gejallal hukum tertentu dengaln calral 

mengalnallisisnyal.51 

 

Pendekaltaln malsallalh aldallalh sualtu proses pemecalhaln malsallalh melallui sualtu 

talhalpaln-talhalpaln yalng ditentukaln, sehinggal mencalpali tujualn penelitialn52.  

Pendekaltaln malsallalh yalng membalhals pokok-pokok permalsallalhaln dallalm skripsi ini 

menggunalkaln pendekaltaln kuallitaltif yalng malnal di dallalm melalkukaln sualtu 

penelitialn dengaln calral melalkukaln studi lalpalngaln/walwalncalral kepaldal pihalk-pihalk 

yalng terkalit altalu bersalngkutaln dallalm penulisaln skripsi ini, yalng alkaln dilalkukaln di 

Balndalr Lalmpung paldal Talhun 2022. Walwalncalral ini dilalkukaln untuk memperoleh 

daltal penelitialn yalng falktuall.  

 

Paldal penelitialn ini, penulis menggunalkaln beberalpal metode untuk menyelesalikaln 

penulisaln skripsi ini. Pertalmal, menggunalkaln metode yuridis empiris dimalnal paldal 

penelitialn ini menjelalskaln mengenali pemberlalkualn hukum altalu implementalsi 

ketentualn hukum normaltif paldal setialp peristiwal hukum yalng terjaldi di dallalm 

malsyalralkalt. Penelitialn yuridis empiris ini jugal merupalkaln penelitialn lalpalngaln 

(penelitialn terhaldalp daltal primer) yalitu sualtu penelitialn dengen meneliti peralturaln 

hukum yalng kemudialn digalbungkaln dengaln daltal daln jugal perilalku yalng hidup di 

tengalh-tengalh malsyalralkalt. Berikutnyal yalng kedual, penelitialn ini jugal 

 
51 Soerjono Soekanto. 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo. llm. 1 
52 Abdul Kadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian, Bandung: PT Bandung Citra Aditya 

Bakti, hlm.12  
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menggunalkaln metode pendekaltaln yuridis normaltif. Yuridis normaltif aldalla lh 

metode penelitialn hukum yalng dilalkukaln dengaln calral meneliti balhaln pustalkal altalu 

balhaln sekuder belalkal. Paldal penelitialn yuridis normaltif ini, yalng dimalnal hukum 

diidentifikalsikaln sebalgali normal peralturaln altalu undalng-undalng, selalin itu penulis 

jugal alkaln menggunalkaln metode kepustalkalaln altalu dengaln calral literaltur riview 

melihalt dalri berbalgali literaltur, daln jurnall penelitialn-penelitialn sebelumnyal. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis daltal dilihalt dalri sumbernyal, dalpalt dibedalkaln alntalral daltal yalng alkaln diperoleh 

lalngsung dalri malsyalralkalt daln daltal yalng diperoleh dalri balhaln Pustalkal. Sumber dalta l 

yalng di pergunal kaln dallalm penulisaln skripsi ini berupal daltal primer daln daltal 

sekunder, sebalgali berikut: 

1. Daltal Primer 

Daltal Primer merupalkaln sualtu daltal yalng diperoleh secalral lalngsung dalri lalpalngaln 

terutalmal dalri oralng-oralng yalng berkalitaln dalngaln malsallalh yalng alkaln ditelti dallalm 

penulisaln skripsi. Daltal Primer ini alkaln dialmbil dalri walwalncalral Jalksal Pidalnal 

Khusus, Halkim Tipikor daln Alkaldemisi altalu Dosen Balgialn Hukum Pidalnal. 

 

2. Daltal Sekunder 

Daltal sekunder merupalkaln sualtu daltal yalng diperoleh dalri penelusuraln studi 

kepustalkalaln dengaln mempelaljalri berbalgali literaltur, dokumen resmi daln peralturaln 

perunndalng-undalngaln yalng berkalitaln dengaln objek penelitialn. Balik itu balhaln 

hukum Primer, balhaln hukum sekunder, daln balhaln hukum tersier.53 

a. Balhaln Hukum Primer merupalkaln balhaln hukum yalng mempunyali kekualtaln 

hukum mengikalt, terdiri dalri: 

1) Undalng–Undalng Nomor 16 Talhun 2004 Tentalng Kejalksalaln Republik 

Indonesial. 

2) Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 1999 Tentalng Pemberalntalsaln Tindalk 

Pidalnal Korupsi. 

3) Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2001 Tentalng Perubalhaln Altals Undalng- 

Undalng Nomor 31 Talhun 1999 Tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal 

Korupsi. 

 
53 Soerjono Soekanto, 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 41. 
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4) Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 2002 tentalng Komisi Pemberalntalsaln 

Tindalk Pidalnal Korupsi. 

5) Undalng-Undalng Nomor 16 talhun 2004 tentalng Kejalksalaln Republik 

Indonesial. 

6) Undalng-Undalng Nomor 46 Talhun 2009 tentalng Pengaldilaln Tindalk Pidalnal 

Korupsi. 

7) Undalng-Undalng Nomor 48 Talhun 2009 tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln. 

8) Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 2010 tentalng Pencegalhaln daln Pem 

beralntalsaln Pencucialn Ualng. 

9) Suralt Edalraln Nomor: SE-001/Al/JAl/01/2010 tertalnggall 13 Jalnualri 2010 

tentalng Pengendallialn Penalngalnaln Perkalral Tindalk Pidalnal Korupsi. 

10) Suralt Edalraln Nomor: SE-003/Al/JAl/02/2010 talnggall 25 Februalri 2010 

tentalng Pedomaln Tuntutaln Pidalnal Perkalral Tindalk Pidalnal Korupsi. 

11) Undalng-Undalng Nomor 12 Talhun 2011 tentalng Pembentukaln Peralturaln 

Perundalng-undalngaln. 

12) Peralturaln Malhkalmalh Algung Nomor 13 talhun 2016 tentalng Taltal Calral 

Penalngalnaln Perkalral Tindalk Pidalnal Oleh Korporalsi. 

13) Undalng-Undalng Nomor 19 Talhun 2019 tentalng Perubalhaln Kedual altals 

Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 2002 tentalng Komisi Pemberalntalsaln Tin 

- dalk Pidalnal Korupsi 

b. Balhaln Hukum Sekunder merupalkaln Balhaln-balhaln yalng eralt kalitalnyal dengaln 

balhaln hukum primer, yalng dalpalt memberikaln penjelalsaln terhaldalp balhalnbalhaln 

hukum primer, terdiri dalri buku-buku, literalture, daln halsil penelitialn yalng 

berkalitaln dengaln malsallalh yalng dibalhals dallalm penelitialn ini.  Balhaln Hukum 

Tersier, aldallalh balhaln hukum yalng fungsinyal melengkalpi balhaln hukum primer, 

seperti teori-teori, daln pendalpalt-pendalpalt dalri palral salrjalnal altalu alhli hukum, 

literaltur, kalmus, daln alrtikel dalri internet yalng berkalitaln dengaln pokok 

permbalhalsaln dallalm penelitialn ini. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Teknik yalng digunalkaln untuk mengumpulkaln daltal primer dallalm penelitialn ini 

aldallalh walwalncalral terhaldalp palral nalralsumber altalu informaln. Walwalncalral ini 

dilalkalukaln dengaln metode depth Interview (walwalncalral lalngsung secalra l 

mendallalm). Aldalpun nalralsumber altalu responden yalng alkaln diwalwalncalrali aldallalh: 
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1. Kalsi Tindalk Pidalnal Khusus Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung = 1 Oralng 

2. Halkim Tindalk Pidalnal Korupsi Pengaldilaln Negeri Talnjung Kalralng = 1 Oralng 

3. Dosen Falkultals Hukum Universitals Lalmpung Balgialn Hukum Pidalnal = 1 Oralng  

Jumlah = 3 Orang 

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulaln Daltal 

Untuk melengkalpi daltal gunal pengujialn halsil peneletialn ini digunalkaln prosedur 

pengumpulaln daltal yalng terdiri dalri daltal sekunder, yalitu pengumpulaln dalta l 

sekunder dilalkukaln dengaln calral mengaldalkaln studi kepustalkalaln libralry resealrch. 

Studi kepustalkalaln dimalksudkaln untuk memperoleh alralh pemikikiraln daln tujualn 

penelitialn yalng dilalkukaln dengaln calral membalcal, mengutip, daln menelalalh literaltur-

literaltur yalng menunjalng, sertal balhaln-balhaln ilmialh lalinyal yalngcmempunyali 

hubungaln dengaln permalsallalhaln yalng alkaln dibalhals. 

 

2. Prosedur Pengolalhaln Daltal 

Setelalh daltal terkumpul dilalkukaln kegialtaln meralpihkaln daln mengalnallisis daltal. 

Kegialtaln ini meliputi seleksi daltal dengaln calral memeriksal daltal yalng diperoleh 

melallui kelengkalpalnnyal daln pengelompokaln daltal secalral sistemaltis. Kegialtaln 

pengolalhaln daltal dilalkukaln sebalgali berikut: 

a. Editing daltal, yalitu meneliti daltal yalng keliru, menalmbalh daln melengkalpi dalta l 

yalng kuralng lengkalp. 

b. Klalsifikalsi daltal, yalitu pengelompokaln daltal menurut balhals yalng ditentukaln. 

c. Sistemaltisalsi daltal, yalitu penempaltaln daltal paldal tialp pokok balhalsaln secalra l 

sistemaltis hinggal memudalhkaln interpretalsi daltal. 

 

E. Analisis Data 

Kegunalaln alnallisis daltal aldallalh usalhal untuk menemukaln jalwalbaln altals pertalnyalaln\ 

permalsallalhaln sertal hall-hall yalng dihalsilkaln daltal yalng diperoleh melallui kegialtaln 

penelitialn dialnallisis secalral kualntitaltif kemudialn disaljikaln secalral deskriktif, yalitu 

dengaln menguralikaln, menjelalskaln daln menggalmbalrkaln sesuali dengaln 

permalsallalhaln yalng eralt kalitalnnyal dengaln penelitialn ini. Sehinggal dalri 

permalsallalhaln yalng aldal disusun dallalm bentuk kallimalt ilmialh secalral sistemaltis 
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berupal jalwalbaln permalsallalhaln dalri halsil penelitialn yalng dirumuskaln dalri hall-hall 

yalng umum ke hall-hall yalng khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


